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   1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Palu 

1.1. PENGANTAR 

Seiring dengan bergulirnya era reformasi sebagai dampak dari krisis 

moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi, tuntutan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin 

mengemuka. Gerakan reformasi berpengaruh pula pada sistem 

pemerintahan yang bersifat sentralistik mengarah pada sistem desentralistik 

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah 

juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana di dalamnya 

mengatur urusan wajib dan urusan pilihan dalam menyelenggarakan otonomi 

daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. 

Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada Walikota untuk 

melakukan koordinasi perencanaan, pengawasan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan di tingkat Kota yang berdasarkan pada 

kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana terdapat 

urusan wajib dan urusan pilihan sehingga tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum dan atau peraturan perundangan yang lebih tinggi. 

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah 

dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan angka panjang, 

jangka menengah dan jangka pendek. Untuk itulah Pemerintah Kota Palu 
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   2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Palu 

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Palu Tahun 2005 – 2025. 

Dampak reformasi tersebut berpengaruh pula pada tatanan 

perencanaan pembangunan sehingga pada kurun waktu 1997-2004 

pemerintah belum dapat menyusun dokumen perencanaan, sebagaimana 

pada kurun waktu 1969-1997 pemerintah dengan baik telah memiliki rencana 

pembangunan nasional jangka panjang secara sistematis melalui tahapan 

lima tahunan. Pada kurun waktu 1997-2004 tersebut pemerintah dan 

pemerintahan daerah baru dapat menyusun kebijakan pembangunan yang 

dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional/Daerah dan selanjutnya 

digantikan oleh Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan yang 

menjabarkan rencana kerja pemerintah dan pemerintah daerah dalam jangka 

menengah 5 (lima) tahun. 

Berdasarkan kronologis di atas, untuk menjaga pembangunan 

berkelanjutan maka terbitlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan 

penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan 

jangka pendek, yang diperjelas pelaksanaannya dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) Nasional Tahun 2005-2025. Selanjutnya dalam RPJP Nasional 

menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional agar adanya acuan yang 

jelas baik substansi dan jangka waktu, sehingga adanya keterkaitan 

perencanaan pembangunan mulai dari Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ 

Kota.  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disebut RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 

sampai dengan Tahun 2025. Pada akhir tahun 2025 diharapkan dapat 

terwujud Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara 

lain ditandai oleh Sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, tangguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, kegiatan usaha yang berdaya saing antara lain 

ditandai oleh berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan 
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Palu 

indonesia di luar negeri, sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang 

semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga 

pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara 

dengan daerah berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran 

terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah, pelayanan 

pendidikan yang berkualitas dengan pelaksanaan manajemen pendidikan 

yang sudah maju, peningkatan kualitas pendidikan secara kompetitif dan 

terpadu, pelayanan kesehatan yang berkualitas ditandai dengan 

meningkatnya pelayanan kesehatan pada semua akses dan pelayanan 

kesehatan yang dikekola secara profesional, terpadu, kompetitif. Untuk itulah 

Pemerintah Kota Palu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005 – 2025 yang disusun selain 

mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi serta memperhatikan 

karakteristik dan potensi Kota Palu yang diwujudkan dalam visi, misi dan 

arah pembangunan sebagai cerminan cita-cita bersama yang akan dicapai 

yaitu terciptanya masyarakat Kota Palu yang terlindungi, sehat, sejahtera, 

berdaya saing dan berkeadilan dalam kerangka Kota Palu “Kota Untuk 

Semua (City for All)” .  

Selanjutnya RPJP Daerah Kota Palu menjadi dasar bagi Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membuat Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, 

misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam 

Pemilihan Kepala Daerah selama masa jabatan 5 (Lima) Tahun. 

1.2. PENGERTIAN 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Palu 

Tahun 2005 - 2025 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat 

visi, misi, dan arah pembangunan Kota Palu berdasarkan kondisi, potensi, 

permasalahan dan kebutuhan nyata, serta aspirasi masyarakat yang tumbuh 

dan berkembang di Kota Palu. RPJP Daerah Kota Palu ditetapkan melalui 

Peraturan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 

Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. RPJP Daerah Kota Palu Tahun 

2005 - 2025 merupakan pedoman umum bagi seluruh segenap aparatur 

Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Sosial 



BAB  I - 
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Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Dunia 

Pendidikan, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh unsur dan 

lapisan masyarakat di daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 

dalam kurun waktu dua puluh tahun. 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu 

Tahun 2005 – 2025 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah 

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian 

pelayanan masyarakat serta sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pelaku 

pembangunan di Kota Palu. Adapun tujuannya sesuai dengan visi, misi dan 

arah pembangunan yang disepakati bersama adalah : 

1. Untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Kota Palu 20 (dua 

puluh) tahun kedepan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dengan perencanaan pembangunan provinsi Sulawesi 

Tengah dan nasional. 

2. Untuk mendukung koordinasi dan saling melengkapi antar pelaku 

pembangunan Kota Palu, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, 

dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah 

daerah dan pusat, menjamin penggunaan sumber daya Kota Palu secara 

efektif, efisien, berkeadilan, adil, transparan, akuntabel, pertisipatif, 

kedilan sosial dan berkelanjutan, serta menjaga kesinambungan 

pembangunan di Kota Palu. 

 

1.4. Dasar Hukum Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Palu 

disusun atas dasar : 

1. Landasan Idiil : Pancasila 

2. Landasan Konstitusional : UUD 1945 

3. Landasan Operasional : Seluruh ketentuan peraturanperundang-

undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, 

yaitu : 
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a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor VII / MPR / 2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan ; 

b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 

1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-

undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi 

Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2687); 

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3555); 

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan    

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851);  

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ; 

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 

Keuangan Negara; 

h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,  

i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang 

Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3     

Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  

k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;  

m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;  

o. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;  

p. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  

q. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah  

r. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2009 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7); 

s. Peraturan Daerah Nomor 16  Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030. 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika RPJP Daerah Kota Palu disusun sebagai berikut: 
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BAB I  : Pendahuluan yang memuat pengantar, pengertian, maksud dan 

tujuan, landasan hukum,  sistematika penulisan dan kerangka 

pikir RPJPD Kota Palu 2005-2025. 

BAB II :  Kondisi, analisis dan prediksi Kondisi umum daerah yang 

memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting pada titik 

awal penyusunan RPJPD Kota Palu Tahun 2005 – 2025 dalam 

setiap sektor pembangunan, analisis terhadap tantangan yang 

akan dihadapi selama 20 tahun ke depan serta prediksi kondisi 

umum masing-masing sektor pembangunan 20 tahun ke 

depan. 

BAB III :  Analisis strategis, menjelaskan tentang pokok-pokok penting 

yang mendasari  penentuan visi dan misi Kota Palu 2005-2025. 

Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan 

pembangunan daerah dan isu strategis. 

BAB IV :  Visi dan Misi pembangunan daerah 2005 -2025 yang memuat 

visi pembangunan daerah Kota Palu dan misi pembangunan 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. 

BAB V  :  Arah, Tahapan dan Prioritas pembangunan Tahun  2005–2025 

yang memuat upaya-upaya untuk mengatasi kendala dan 

permasalahan serta tantangan yang akan terjadi untuk 

pencapaian Visi dan Misi Kota Palu 

BAB VI  : Kaidah pelaksanaan, bagian ini diuraikan langkah-langkah 

pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah 

disusun dalam dokumen RPJPD 

 

 

1.6. KERANGKA PIKIR RPJPD KOTA PALU 2005 – 2025 

Seiring dengan berjalannya waktu pertambahan jumlah penduduk 

Kota Palu diprediksikan akan meningkat yang puncaknya diperkirakan akan 
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terjadi pada tahun 2025 yaitu sebesar 400.885 jiwa, kondisi ini harus 

diimbangi dengan penyediaan pra sarana dasar meliputi: pangan, 

perumahan dan infrastruktur pendukungnya. Perkembangan kta saat ini yang 

demikian pesat, memerlukan pengaturan-pengaturan yang dapat 

menyediakan ruang cukup bagi warganya untuk tetap hidup nyaman, aman, 

sejahtera dan rukun sebagai wujud kota yang menyenangkan seluruh warga 

atau “City for All”. Tentunya tantangan dan hambatan yang dihadapi tidaklah 

ringan, namun dengan kebersamaan seluruh stakekeholder kota tentunya 

kita diharapkan dapat meraih mimpi tersebut.  

Tentu saja, Pemerintah dan masyarakat Kota Palu juga harus 

mempu meningkatkan daya saing daerah untuk meraih kesempatan dan 

peluang yang ada dalam pemangunan. Sebagai bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari Provinsi Sulawesi Tengah dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia akan menghadapi hal yang sama dimasa-masa yang akan datang, 

dengan melihat fakta dan kecenderungan yang ada, berbagai langkah harus 

ditempuh untuk tetap menjamin terlaksananya pembangunan pada masa 

yang akan datang dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik, 

dan memiliki sinergi yang kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang pada gilirannya akan 

mendukung pada pencapaian Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional 

yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

serta untuk menjamin terlaksananya pembangunan Kota Palu yang 

berkelanjutan. 
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2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

a). Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Kota Palu dengan wilayahseluas 395,04 km2 atau 39,504 Ha, terdiri 

dari4 Kecamatan dan 43 Kelurahan. Luas masing-masing Kecamatan 

tersebut yaitu Kecamatan Palu Timur seluas 186,55 Km², Kecamatan Palu 

Barat  dengan luas 57,47Km², Kecamatan Palu Selatanseluas 61,35 Km² 

dan Kecamatan Palu Utaraseluas 89,69 Km² sebagaimana terlihat pada 

tabel 2.1.  Secara rinci persentase luasan dari masing-masing Kecamatan 

tersebut terlihat pada gambar 2.1.  

 

Tabel 2.1 
Jumlah kelurahan, luas wilayah dan Ibukota Kecamatan  

di Kota Palu 
 

No. Kecamatan 
Jumlah 

kelurahan 

Luas 

(km2) 

Ibukota 

Kecamatan 

1 Palu Utara 8 89,69 Lambara 

2 Palu Selatan 12 61,35 Birobuli Utara 

3 Palu Barat 15 57,47 Lere 

4 Palu Timur 8 186,55 Besusu Barat 

Jumlah 43 395,06  

Sumber : Kota Palu dalam Angka 2010 (diolah kembali) 
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Gambar 2.1 
Persentase Luasan Wilayah Kecamatan di Kota Palu 

Palu Barat; 14,54

Palu Selatan; 15,57

Palu Timur; 47,2

Palu Utara; 22,69

 

Sumber : Kota Palu dalam Angka 2010 (diolah kembali) 

 

Data luasan masing-masing Kelurahan yang ada di 4 Kecamatan di 

wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut: 

Kecamatan Palu Utara 

­ Kelurahan Baiya : Luas 19,25 km2 

­ Kelurahan Kayumalue Ngapa : Luas 7,43 km2 

­ Kelurahan Kayumalue Pajeko : Luas 2,39 km2 

­ Kelurahan Lambara : Luas 6,82 km2 

­ Kelurahan Mamboro : Luas 18,17 km2 

­ Kelurahan Panau : Luas 2,08 km2 

­ Kelurahan Pantoloan : Luas 31,6 km2 

­ Kelurahan Taipa : Luas 1,95 km2 

Kecamatan Palu Selatan   

­ Kelurahan Kawatuna  :  Luas 20,67 km2 

­ Kelurahan Lolu Selatan :  Luas 1,29 km2 

­ Kelurahan Lolu Utara :  Luas 2,68 km2 

­ Kelurahan Palupi :  Luas 2,17 km2 

­ Kelurahan Pengawu :  Luas 2,19 km2 

­ Kelurahan Petobo :  Luas 10,4 km2 
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­ Kelurahan Tanamodindi :  Luas 3,33 km2 

­ Kelurahan Tawanjuka :  Luas 1,64 km2 

­ Kelurahan Birobuli Utara :  Luas 7,09 km2 

­ Kelurahan Birobuli Selatan :  Luas 3,75 km2 

­ Kelurahan Tatura Utara :  Luas 3,28 km2 

­ Kelurahan Tatura Selatan :  Luas 2,86 km2 

Kecamatan Palu Barat  

­ Kelurahan Balaroa :  Luas 2,38 km2 

­ Kelurahan Baru  :  Luas 0,75 km2 

­ Kelurahan Boyaoge :  Luas 1,57 km2 

­ Kelurahan Buluri :  Luas 14,45 km2 

­ Kelurahan Donggala Kodi :  Luas 2,36 km2 

­ Kelurahan Duyu :  Luas 6,16 km2 

­ Kelurahan Kabonena :  Luas 2,27 km2 

­ Kelurahan Kamonji :  Luas 0,85 km2 

­ Kelurahan Lere :  Luas 2,97 km2 

­ Kelurahan Nunu :  Luas 1,22 km2 

­ Kelurahan Silae :  Luas 2,33 km2 

­ Kelurahan Siranindi :  Luas 0,84 km2 

­ Kelurahan Tipo :  Luas 5,7 km2 

­ Kelurahan Ujuna  :  Luas 0,49 km2 

­ Kelurahan Watusampu :  Luas 13,13 km2 

Kecamatan Palu Timur 

­ Kelurahan Besusu Barat :  Luas 0,87 km2 

­ Kelurahan Besusu Tengah :  Luas 2,26 km2 

­ Kelurahan Besusu Timur :  Luas 0,6 km2 

­ Kelurahan Lasoani :  Luas 36,86 km2 

­ Kelurahan Layana Indah :  Luas 15 km2 

­ Kelurahan Poboya :  Luas 63,41 km2 

­ Kelurahan Talise :  Luas12,37 km2 

­ Kelurahan Tondo :  Luas 55,16 km2 
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Secara Administratif, Kota Palu yang merupakan Ibukota Propinsi 

Sulawesi Tengah mempunyai batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara 
Teluk Palu, Kecamatan Tanantovea dan Kecamatan 
Banawa Kabupaten Donggala. 

Sebelah Selatan 
Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru 
Kabupaten Sigi. 

Sebelah Barat 
Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala, dan 
Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. 

Sebelah Timur 
Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dan 
Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala. 

 

b). Letak dan Kondisi Geografis 

Kota Palu yang berada pada kawasan dataran lembah Palu dan 

telukPalu, secara astronomis terletak antara 0º,36” - 0º,56” Lintang Selatan 

dan 1 19º,45” - 121º,1” Bujur Timur.  Ketinggian wilayah kota Palu sekitar 0 - 

700 meter dari permukaan laut. 

Secara geografis Kota Palu di belah menjadi 2 wilayah besar yaitu 

wilayah barat dan timur yang secara langsung di belah oleh Sungai Palu. 

Anakan sungai-sungai yang mengalir dari perbukitan di bagian Utara, Timur 

selatan dan Barat menuju ke arah pedataran bermuara di Sunai Palu, serta 

menampung pula limbah-limbah air rumah tangga yang tersalurkan melalui 

drainase yang kemudian menuju ke Teluk Palu. 

Wilayah Kota Palu dicirikan oleh bentuk utama berupa lembah 

(graben) dimana pusat kota terletak di bagian tengah dari lembah tersebut. 

Orientasi lembah ini mengikuti arah utama jalur pegunungan di kedua 

sisinya, yaitu berarah relatif di utara-selatan. 

c). Topografi 

Topografi wilayah Kota Palu adalah datar sampai berombak-ombak 

dengan beberapa daerah yang berlembah.Keadaan topografi secara tak 

langsung merupakan kendala aktif atas penggunaan lahan. Tampak daerah 

pedataran merupakan pusat dari berbagai sektor kehidupan, seperti 

misalnya permukiman, perkotaan, pesawahan dan kebun palawija. 

Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan umumnya merupakan 

kawasan yang dimanfaatkan sebagai kebun-kebun, tanah tegalan, 

perkebunan permanen, hutan produksi dan hutan lindung, serta Taman 
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Hutan Raya (TAHURA). 

Hasil analisis terhadap peta topografi diperoleh klasifikasi 

kemiringan lereng terdapat di wilayah Kota Palu sebagaimana yang terlihat 

pada gambar 2.2, sebagai berikut : 

1. Daerah pedataran berkemiringan lereng kurang dari 0% - 8% dan 8% - 

15%, meliputi seluruh wilayah kecamatan yang tersebar di wilayah Kota 

Palu, termasuk semua kelurahan yang ada didalamnya.  

2. Daerah landai dengan kemiringan lereng antara 15% - 25%, meliputi 

seluruh wilayah kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan Kota Palu.  

3. Daerah agak terjal berkemiringan lereng 25% - 40%, meliputi wilayah 

yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, kebun 

kopi, Buluri, Watusampu, Kabonena, dan Donggala Kodi dll.  

4. Daerah terjal berkemiringan lereng > 40%, meliputi wilayah 

Pegunungan di wilayah Timur, Utara  dan Barat Kota Palu yaitu di 

wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, kebun kopi, 

Buluri dan Watusampu.  

Gambar 2.2. Peta Class Kelerengan 

 

Sumber : Bappeda Kota Palu, 2010 

Pada dasarnya wilayah  Kota Palu dapat dibagi menjadi tiga zona 
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ketinggian, yaitu: 

1. Sebagian daerah bagian barat sisi timur memanjang dari utara ke 

selatan, bagian timur arah utara dan bagian utara sisi barat yang 

memanjang dari utara ke selatan merupakan dataran rendah/pantai 

dengan ketinggian antara 0-100 meter di atas permukaan laut (mdpl). 

2. Daerah bagian barat sisi barat dan selatan, daerah bagian timur ke 

arah selatan dan bagian utara kearah timur dengan ketinggian antara 

100-500 meter di atas permukaan laut (mdpl). 

3. Daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter di atas 

permukaan laut (mdpl).  

d). Geologi 

Geologi tanah dataran lembah Palu ini terdiri dari bahan-bahan 

alluvial dan colluvial yang berasal dari etamorfosis yang telah membeku. 

Disamping itu tanahnya kemungkinan bertekstur sedang. Secara umum 

batuan yang menyusun daerah penelitian terdiri atas Aluvium muda, 

berasal dari endapan sungai, Aluvium, endapan kipas aluvial, koluvium, 

Andesit basalt, batu pasir, konglomerat, batu lumpur, Granit, granodiorit, 

riolit, Quartzite, filit, serpih dan schist yang kesemuanya tersebar pada 

daerah di wilayah Kota Palu. 

Secara geologis, orientasi fisiografi  Kota Palu berhubungan 

dengan proses struktur yang terjadi serta jenis batuan yang menyusun Kota 

Palu, di mana sisi kiri dan kanan Kota Palu merupakan jalur patahan utama, 

yaitu patahan Palu-Koro serta wilayahnya di susun oleh batuan yang lebih 

keras dibanding material penyusun bagian lembah.  

Berdasarkan hubungan geologi tersebut, geomorfologi Kota Palu 

dapat dibagi kedalam tiga satuan geomorfologi, yaitu : 

1. Satuan Geomorfologi Dataran, dengan kenampakan morfologi berupa 

topografi tidak teratur, lemah, merupakan wilayah dengan banjir 

musiman, dasar sungai umumnya meninggi akibat sedimentasi fluvial. 

Morfologi ini disusun oleh material utama berupa aluvial sungai dan 
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pantai. Wilayah tengah Kota Palu didominasi oleh satuan geomorfologi 

ini. 

2. Satuan Geomorfologi Denudasi dan Perbukitan,  dengan kenampakan 

berupa morfologi bergelombang lemah sampai bergelombang kuat. 

Wilayah kipas aluvial (aluvial fan) termasuk dalam satuan morfologi ini. 

Di wilayah Palu morfologi ini meluas di wilayah Palu Timur, Palu Utara, 

membatasi antara wilayah morfologi dataran dengan morfologi 

pegunungan. 

3. Satuan Geomorfologi Pegunungan Tebing Patahan, merupakan 

wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi. Kenampakan umum berupa 

tebing-tebing terjal dan pelurusan morfologi akibat proses patahan. 

Arah pegunungan ini hampir utara-selatan, baik di timur maupun dibarat 

dan menunjukkan pengaruh struktur/tektonik terhadap bentuk kini 

morfologi Kota berupa lembah. Umumnya wilayah ini bukan merupakan 

wilayah hunian. 

Berdasarkan Peta Geologi Tinjau (Dit. Geologi Bandung, 1998), 

Kota Palu dibentuk dari formasi dasar, yaitu: tanah Alluvium dan endapan  

pasir yang memanjang di sepanjang pantai sebelah utara kota dicirikan 

oleh banyaknya material pasir untuk bahan bangunan. Molasa Celebes dan 

Sarasin berupa konglomerat, batu pasir, batu lumpur, batu gamping, koral, 

dan napal yang tersebar dari arah utara sampai selatan Kota Palu.  

Berdasarkan hasil pe gamatan lapangan dan studi terhadap 

laporan-laporan terdahulu, stratografi dan litologi yang menyusun wilayah 

Kota Palu terdiri dari Kompleks Batuan Metamorf, Batuan Molase, Granit 

dan Granodiorit, Endapan Sungai dan pantai. 

➢ Komplek Batuan Metamorf 

Batuan ini terdapat di sekitar perbatasan timur Kota Palu dengan 

Kabupaten Parimo, umumnya bersusunan sekis dan sebagian kecil 

genes. Batuan sekis pada umumnya terkekarkan dengan tingkat 

pelapukan permukaan yang lebih intensif dibanding batuan genes.  

Batuan lain penyusun formasi ini adalah kuarsit dan pualam dengan 

Umur formasi adalah Pra Tersier. 
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➢ Formasi Tinombo 

Formasi ini disusun oleh batuan-batuan berupa serpih, batu pasir, batu 

lanau, konglomerat, batuan vulkanik, batu gamping dan rijang, 

termasuk pula filit, batu sabak dan kuarsit. Umur formasi  Eosen – 

Oligosen, formasi ini  terdapat di wilayah Palu barat bagian barat. 

➢ Batuan Vulkanik 

Batuan gunung api umumnya bersifat andesitik, tersebar di banyak 

tempat namun tidak meluas. Ukuran kristal batuannya umumnya halus. 

Juga terdapat batuan lain berupa lava, breksi andesit dan basal. Di 

sekitar wilayah Kota Palu dan kabupaten Donggala batuan ini terdapat 

di Lolioge yang selanjutnya menerus ke wilayah Kabupaten Donggala. 

Umur batuan ini diperkirakan menjemari dengan Formasi Tinombo, 

yaitu pada skala  Eosen. 

➢ Batuan intrusi 

Batuan intrusi yang terbentuk di Kota Palu berkomposisi granit-

granodioritik. Penyebaran utama adalah di bagian barat (sisi timur . 

Gawalise), di Watutela dan sekitar perbukitan Poboya. Sifat fisik batuan 

telah terkekarkan dan sebagian telah mengalami pelapukan kuat. 

Batuan ini relatif tidak terpetakan namun dapat dijumpai singkapan 

setempat-setempat. 

➢ Formasi Molase Sarasin dan Sarasin 

Formasi ini terdiri dari konglomerat, batu pasir, batu lanau dan batu 

lempung. Penyebarannya yang cukup luas adalah dibagian utara, timur, 

selatan dan barat. Batuan ini merupakan penyusun utama material di 

wilayah pinggiran Kota Palu. Sifat perlapisan pada batuan ini sangat 

buruk sampai dengan tidak nampak perlapisannya.   

➢ Aluvium dan Endapan Pantai 

Material ini merupakan penyusun utama wilayah lembah Palu. 

Komposisi material penyusun berupa pasir, lanau, kerikil dan kerakal 

dengan komposisi/prosentasi ukuran material yang tidak seragam 

antara tempat satu dengan lainnya. 
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e). Hidrologi 

Berdasarkan peta hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS) Palu serta 

hasil analisis kondisi fisik tanah, diketahuibahwa pada daerah-daerah yang 

tanahnya terdiri atas lapisan rembes air seperti daerahberpasir pada 

umumnya kerapatan sungainya kecil. Akan tetapi pada daerah-daerah yang 

terdiri dari tanah kedap air, kerapatan sungainya besar. Kerapatan sungai 

di daerah berhutan dan padang rumput tampak lebih besar dibandingkan 

dengan daerah yang gundul. Kerapatan sungai pada dataran tinggi dan 

terutama di lereng-lereng pegunungan lebih besar dibandingkan dengan 

dataran rendah. Angka kerapatan pada daerah yang banyak hujanlebih 

besar dibandingkan dengan di daerah kering. Umumnya wilayah DAS Palu 

memiliki pola aliran sungai berbentuk denderitik danparallel. Wilayah DAS 

besar umumnya memiliki pola aliran sungai denderitik, sedangkansungai-

sungai kecil pola alirannya parallel.  

Sistem jaringan sumber daya air Kota Palu meliputi: (a) wilayah 

sungai; (b) jaringan irigasi;(c) jaringan air baku dan (d) sistem pengendalian 

banjir di wilayah kota.  Adapun wilayah Sungai di Kota Palu meliputi :Sungai 

Palu, Sungai Tipo, Sungai Watusampu, Sungai Buluri, Sungai Lewara, 

Sungai Kawatuna, Sungai Poboya, Sungai Watutela, Sungai Taipa, Sungai 

Tawaeli dan Sungai Lambagu.  

Jaringan irigasi di wilayah Kota Palu meliputi : Daerah Irigasi 

Kawatuna, Daerah Irigasi Kayu Malue Ngapa, Daerah Irigasi Lambara, 

Daerah Irigasi Mamboro, Daerah Irigasi Pantoloan, Daerah Irigasi Poboya, 

Daerah Irigasi Tanamodindi, Daerah Irigasi Mpanau, Daerah Irigasi Duyu, 

dan Daerah Irigasi Donggala Kodi. Identifikasi/pemantauan kualitas air 

diarahkan pada sumber-sumber air seperti sungai, danau dan mata air 

yang airnya banyak dimanfaatkan untuk masyarakat untuk kebutuhan 

sehari-hari. Sumber-sumber mata air dimaksud antara lain : 

 Sungai Kawatuna dan Sungai Mamara di wilayah DAS Palu Timur. 

Aliran sungai diduga telah tercemar akibat adanya aktivitas 

penambangan emas oleh sekelompok masyarakat. Sungai Kawatuna 
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adalah sumber air bersih bagi masyarakat Kota Palu dibagian selatan, 

termasuk Lasoani. 

 Sungai Lewara di wilayah DAS Palu Barat. Sungai menjadi 

penyumbang sedimenter besar apabila terjadi hujan di daerah hulu. 

 Sumber mata air Ranjori Desa Beka Kecamatan Dolo Barat DAS Palu 

Barat. Sumber air ini menjadi sumber air utama bagi masyarakat Desa 

Beka dan desa sekitarnya. 

 Sungai Wuno dan Sungai Paneki. Sungai ini menjadi sumber air bersih 

dan irigasi bagi masyarakat Biromaru. 

 Sungai Ngia di Desa Ngatabaru. Sungai menjadi sumber air bersih bagi 

masyarakat Desa Ngatabaru. 

 Sumber mata air panas Bora. Sumber mata air ini digunakan 

masyarakat Bora untuk kebutuhan MCK. 

 Sumber mata air panas Mantikole. Sumber mata air ini dimanfaatkan 

masyarakat untuk irigasi dan MCK. 

 Sungai Gumbasa. Sungai merupakan penyumbang terbesar bagi irigasi 

Gumbasa untuk budidaya pertanian padi sawah, perikanan (kolam), 

dan MCK. 

 Danau Lindu. Danau ini merupakan daerah potensial pengembangan 

usaha perikanan darat (danau), selain itu airnya dimanfaatkan pula 

untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Lindu. 

 

f). Klimatologi 

Berdasarkan Peta Agrokilmat dan Oldemen, Kota Palu mempunyai 

Tipe iklim E3. Puncak curah bulan kering berlangsung pada bulan Februari 

dan Mei sampai bulan Oktober. Bulan basah hanya terjadi pada bulan Juni, 

Oktober dan November. Sedangkan, menurut kriteria (Schmidt-Ferquson), 

tipe iklim Kota Palu  adalah bertipe iklim F dengan nilai Q = 188,24 

Kota Palu seperti halnya daerah lain di Indonesia, memiliki dua  

musim, yaitu musim panas dan musimhujan. Musim panas terjadiantara 

bulan April – September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan 

Oktober – Maret. Curah hujan tertinggi yang tercatat pada Stasiun 
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Meteorologi Mutiara Palu tahun 2010 terjadi pada bulan Juni yaitu 123, 

0mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Maret yaitu 11,7 mm. 

Sementaraitu kecepatan angin pada tahun 2010 rata-rata 3,7 knots. Posisi 

Kota Palu yang berada di garis khatulistiwa, juga memberikan kontribusi 

penting terhadap iklim mikro yang ada. Tentunya kondisi geografis seperti 

demikian akan membuat Kota Palu cukup banyak menerima sinar matahari  

dangan waktu yang lama sehingga daerahnya menjadi lebih panas 

dibandingkan dengan kota-kota lain. Persentase penyinaran matahari, 

curah hujan dan kecepatan angin di Kota Palu tercantum pada tabel 2.2 

berikut. 

Tabel 2.2. 
Penyinaran Matahari, Curah Hujan dan Kecepatan Angin Pada  

Stasiun Meterologi Mutiara Palu Menurut Bulan Tahun 2010 
 

No. Kecamatan Penyinaran 

Matahari 

(%) 

Curah 

Hujan 

(mm) 

Kecepatan 

Angin 

(Knots) 

1. Januari 52 58.9 4 

2. Pebruari 72 32.1 4 

3. Maret 69 11.7 5 

4. April 63 80.2 4 

5. Mei 67 81.5 4 

6. Juni 70 123 3 

7. Juli 62 112.4 3 

8. Agustus 63 100.3 3 

9. September 71 144.3 3 

10. Oktober 62 66.6 3 

11. Nopember 63 44.2 4 

12. Desember 46 38.6 4 

Rata-Rata  63.50 - 3.7 

Sumber : BPS Kota Palu, 2010 

 

Berdasarkan data suhu udara pada Stasiun Udara Mutiara Palu 

tahun 2010, rata-rata suhu udara adalah 27,7°C. Suhu udara terendah 

terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 26,7°C, sedangkan bulan-bulan 
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lainnya suhu udara berkisar antara 26,7-28,8°C. Kelembaban udara 

rata­ rata adalah 76,7 persen. Tabel 2.3  memperlihatkan data parameter 

cuaca di Kota Palu. 

Tabel 2.3 
Rata-rata Parameter Cuaca pada Stasiun Meteorologi 

Mutiara Palu menurut Bulan 
No. Kecamatan Suhu 

Udara 

(⁰C) 

Tekanan 

Udara 

(mb) 

Kelembaban 

Udara 

(%) 

1. Januari 27.4 10,115 76 

2. Pebruari 28.1 10,116 72 

3. Maret 28.7 10,113 70 

4. April 28.8 10,111 73 

5. Mei 28.2 10,094 79 

6. Juni 27.1 10,109 82 

7. Juli 27.1 10,106 80 

8. Agustus 26.7 10,109 82 

9. September 27 10,105 81 

10. Oktober 27.7 10,094 76 

11. Nopember 28.2 10,094 74 

12. Desember 27.6 1,008.0 75 

Rata-Rata 27.7 1008.0 76.7 

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 

 

g). Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas 

manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Daerah perkotaan 

mempunyai kondisi penggunaan lahan  dinamis, sehingga perlu terus di 

pantau perkembangannya, karena seringkali pemanfaatan lahan tidak 

sesuai dengan peruntukannya dan tidak memenuhi syarat. 

Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan 

pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Semakin meningkatnya jumlah 

penduduk dan semakin intensifnya aktivitas penduduk di suatu tempat 

berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan lahan. 
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Pertumbuhan dan aktivitas penduduk yang tinggi terutama terjadi di daerah 

perkotaan seperti Kota Palu, sehingga daerah perkotaanpada umumnya 

mengalami perubahan penggunaan lahan yang cepat 

Jenis penggunaan lahan oleh masyarakat di wilayah Kota Palu 

meliputi ; perumahan/permukiman, lahan basah, perkebunan, kawasan 

hutan, ruang terbuka hijau,dan lain-lain. Adapun luas masing-masing jenis 

penggunaan lahan disajikan padaTabel 2.4. berikut. 

Tabel 2.4. 
Luas Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Kota Palu 

 

 

Rencana Pola Ruang Kota mencakup rencana pengembangan 

kawasan budi daya dan lindung yang meliputiwilayah daratan sekitar 
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39.504 Ha dan wilayah laut sekitar 10.460 Ha.  Adapun klasifikasi pola 

ruang wilayah kota Palu yang terdiri atas kawasan budidaya dan kawasan 

lindung dengan rincian sebagai berikut: 

❖ Kawasan Budidaya  

Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang 

ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi 

dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber 

daya buatan. 

Di Kota Palu kawasan budi daya wilayah darat seluas 

±17.216Ha dan kawasan budi daya wilayah laut seluas ±10.460 Ha. 

Kawasan ini meliputi: 

✓ Kawasan perumahan yang terdiri atas perumahan dengan kepadatan 

tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah; 

✓ Kawasan perdagangan dan jasa, diantaranya adalah pasar 

tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; 

✓ Kawasan perkantoran yang diantaranya adalah perkantoran 

pemerintahan dan perkantoran swasta; 

✓ Kawasan industri meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri 

ringan; 

✓ Kawasan pariwisata, yang diantaranya adalah  pariwisata budaya, 

pariwisata alam serta pariwisata buatan; 

✓ Kawasan ruang terbuka non hijau; 

✓ Kawasan ruang evakuasi bencana yang meliputi ruang terbuka atau 

ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi melting point 

ketika bencana terjadi; 

✓ Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan 

✓ Kawasan peruntukan lainnya, antara lain: pertanian, pertambangan 

(disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan 

penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, 

peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), militer, dan lain-lain 

sesuai dengan peran dan fungsi kota. 

❖ Kawasan lindung 
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Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan 

perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan 

setempat meliputi; sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempada 

sekitar mata air, kawasan pelestarian alam seperti  taman hutan raya 

serta kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana alam. 

Kawasan lindung Kota Palu dengan luas sekitar 22.290 Ha, 

terdiri atas: 

✓ Hutan lindung; 

✓ Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sem padan pantai, 

sem padan sungai, kawasan sekitar mata air; 

✓ Ruang terbuka hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, 

taman RW, taman kota dan permakaman; 

✓ Kawasan suaka alam dan cagar budaya; 

✓ Kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah 

longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan 

banjir; dan 

✓ Kawasan lindung lainnya. 

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 

Konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan 

suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata 

kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesejahteraan 

masyarakat.  

Di Kota Palu terdapat berbagai komoditas unggulan lokal, baik 

yang berasal dari komoditas pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, 

industri, dsb.  Pengembangan segenap potensi lokal termasuk komoditas 

pertanian unggulan harus terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing 

ditengah serbuan produk sejenis dari wilayah lain bahkan mancanegara. 

Komoditi khas yang menjadi unggulan di Kota Palu diantaranya dari sektor 

pertanian yaitu bawang goreng, rumput laut dan kakao serta domba ekor 

gemuk. Sementara dari sektor industri diantaranya industri hasil pertanian 

dan industri kerajinan. 
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a) Pertanian 

Produk pertanian dan kehutanan meliputi produk tanaman 

pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan 

kehutanan yang merupakan produk sektor primer yang mempunyai 

sifat mudah rusak dan tergantung pada musim, namun hingga saat ini 

masih merupakan kebutuhan pokok yang berpotensi untuk 

dikembangkan. 

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir di Kota Palu, luas panen, 

produksi dan produktivitas tanaman pangan ditunjukkan pada Tabel 

2.5. Data pada tabel tersebut menunjukkan umumnya komoditas 

pangan memiliki trend peningkatan baik luas panen, produksi maupun 

produktivitas, kecuali tanaman jagung dan ubi jalar yang luas 

tanamnya cenderung menurun masing-masing sebesar 1,0% dan 

0,7% per tahun.  

Tabel 2.5. 
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kota Palu 
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Jumlah tanaman buah-buahan Kota Palu didominasi oleh 

pisang, mangga dan nangka yang masing-masing sebanyak 10.849; 

3887 dan 2547 pohon. Produksi buah-buahan Kota Palu didominasi 

pepaya, pisang, mangga dan nangka. Secara umum trend 

pertumbuhan produksi buah-buahan meningkat dalam lima tahun 

terakhir meskipun tidak linear dari tahun ke tahun. Rata-rata produksi 

terbesar terjadi pada komoditi mangga, anggur, nangka, pisang dan 

jambu air mencapai lebih dari sepuluh kali lipat setiap tahun. 

b) Perkebunan 

Komoditi kakao merupakan salah satu andalan bidang 

perkebunan yang tidak tergantung dari ketersediaan luas lahan karena 

melalui UPTD Kakao sebagai aset daerah memiliki beberapa program 

pengembangan diantaranya pengembangan kebun induk sumber 

entris, kebun percontohan dan koleksi klon-klon unggul serta menjadi 

pusat penyediaan bibit unggul melalui penerapan teknik kultur jaringan 

termasuk bibit yang dihasilkan dari kultur somatic embryogenesis 

(SE). Di masa yang akan datang, UPTD Kakao ini diharapkan mampu 

menyediakan dan memenuhi kebutuhan bibit untuk daerah-daerah lain 

yang  ada di propinsi Sulawesi Tengah atau bahkan di luar wilayah 

propinsi. 

Tabel 2.6. 
Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan Kota Palu 

No Jenis Komoditas 

T a h u n 

2006 2007 2008 2009 2010 

A. Luas Areal  (ha)            

1 Kelapa 638 491 260 320,8 419,7 

2 Kakao 3 14 138 166 185,5 

3 Kopi 2 - - 1,2 10,2 

4 Jambu Mete 360 360 21 15,4 14 

5 Kemiri - 16 15,7 15,7 101,2 

B Produksi (ton)             

1 Kelapa 240,3. 240,4 240 178 194,58 

2 Kakao 33 33,4 34,5 56 58,23 

3 Kopi 2 - - - 1,75 

4 Jambu Mete - - 1,5 1,2 8,98 

5. Kemiri - - 4,2 4,2 38,9 

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali) 
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c) Kehutanan 

Kota Palu memiliki kawasan hutan seluas 17.257 ha atau 

43,68% dari luas wilayah daratan (39.506 ha). Tabel berikut 

menggambarkan kawasan lindung dan kawasan budidaya bidang 

kehutanan dan non kehutanan. 

Tabel 2.7. 
Luas Pola Pemanfaatan Ruang Menurut Fungsinya di Kota Palu 

No. Fungsi Lahan Luas(Ha) 
Persentase 

(%) 

I. KAWASAN LINDUNG 12.887 32,62 

1 

 

Kawasan Kawasan Pelestarian Alam (KPA): 

TAHURA PALU 5.746 14,54 

2 Hutan Lindung (HL) 7.141 18,08 

II. KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN 4.370 11,06 

1 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 4.370 11,06 

2 Hutan Produksi Tetap (HP) 0,00 0,00 

3 Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) 0,00 0,00 

  Jumlah I + II   

III. KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN 22.249 56,32 

 1 Areal Penggunaan Lain (APL) 22.249 56,32 

  Jumlah Luas Wilayah (I + II + III) 39.506 100,00 

Sumber: BPS Kota Palu, 2009 

 

d) Peternakan 

Potensi pengembangan ternak di kota Palu cukup tinggi, baik 

ternak besar maupun kecil serta unggas. Kambing merupakan ternak 

dengan populasi terbesar di kota Palu, khususnya pada tahun 2010, di 

mana populasinya mencapai 354.761 ekor meningkat tajam dari tahun 

sebelumnya yakni 136.424 ekor. Adapun ternak domba yang ada di 

Kota terkategori sebagai komoditas unggulan dan merupakan domba 

dengan ciri khusus, yakni berekor gemuk.  

Untuk populasi dari ternak besar dan kecil di kota Palu dari 

tahun 2006 sampai dengan 2010 terlihat pada Tabel 2.8 sebagai 

berikut. 
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Tabel 2.8 
Populasi Ternak Besar dan Kecil di Kota Palu Tahun 2006 – 2010 
 

Jenis Ternak 

  

Tahun (ekor) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Kerbau 11 13 13 10 3 

Sapi 6.358 6.835 6.703 8.531 9.168 

Kuda 521 528 1.030 1.591 2.801 

Kambing 18.956 18.032 51.087 136.424 354.761 

Domba 3.985 3.941 9.601 22.519 55.712 

Sumber: BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali) 

 

Sementara itu populasi unggas terbesar di Kota Palu adalah 

ayam pedaging.  Hal ini disebabkan ayam pedaging merupakan ternak  

yang paling mudah menyediakan daging sebagai bahan pangan  yang 

dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan. Populasi ternak unggas di 

Kota Palu tercantum pada Tabel 2.9. 

 

Tabel 2.9. 
Populasi Ternak Unggas di Kota Palu Tahun 2006 – 2010 

 

Jenis Ternak 
 

Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

Ayam 
Pedaging 

 53.250 1.009.240 918.400 3.766.348 4.239.774 

Ayam Petelur 112.378  107.224 142.667  159.260  168.834 

Ayam Buras 169.933 437.278 527.946  553.774 1.475.560 

Itik  1.184    764  1.436    2.623    4.523 

Sumber: BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali) 

 

e) Perikanan dan Kelautan 

Kota Palu mempunyai potensi dengan jumlah produksi 

perikanan sebesar 2.382 ton pada tahun 2008, yang terdiri atas 

1.982,8 ton perikanan tangkap dan 56 ton perikanan budidaya. Tabel 

2.10 dan 2.11. menyajikan jumlah produksi perikanan di Kota Palu. 
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Tabel 2.10 
Produksi Perikanan di Kota Palu pada tahun 2007 – 2008 

 

Tahun 
Produksi (ton) 

Perikanan tangkap Kolam Rumput laut 

2007 

2008 

1.982,8 

2.325,7 

6,9 

28,25 

62,48 

28,2 

Sumber: Statistik Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Palu 2009 

 

Berdasarkan potensi perikanan di kota Palu, produksi dan 

pengembangan sektor ini diarahkan di Kecamatan Palu Utara dan 

Palu Selatan, mengingat kedua kecamatan tersebut sebagian besar 

wilayahnya terletak diwilayah pesisir sehingga untuk menyesuaikan 

potensi perikanan, pengembangan dan intensifikasi difokuskan pada 

dua kecamatan tersebut. 

 

Tabel 2.11 
Produksi Perikanan Kota Palu tahun 2005-2009 

 
Tahun Perikana

n 

Perairan Perikanan Darat Budidaya 
Laut (Ton 
Kering) 

Laut Umum Tamba
k 

Kolam Sawah Karam
ba 

 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

1.522,7 

1.787,5 

1.982,8 

2.325,7 

2.789,6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6,9 

16,7 

17,1 

28,2 

35 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

62,8 

- 

94 

Sumber: Statistik Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Palu 2009 

 

f) Potensi Lahan Kota Palu 

Jenis penggunaan lahan oleh masyarakat di wilayah Kota 

Palu meliputi perumahan/permukiman, lahan basah, perkebunan, 

kawasan hutan, ruang terbuka hijau dan lain-lain. Adapun luas 

masing-masing jenis penggunaan lahan disajikan pada Tabel 2.12. 
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Tabel  2.12 
Luas Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Kota Palu 

 
No. Jenis Penggunaan 

Lahan 
Palu Barat 

(Ha) 
Palu Timur 

(Ha) 
Palu Utara 

(Ha) 
Palu 

Selatan 
(Ha) 

Jumlah 
(Ha) 

1 Perumahan/Pemukiman 593.50 518.47 538.76 854.32 2,505.05 

2 Lahan Basah 171.88 81.58 537.01 524.38 1,314.84 

3 Perkebunan 63.17 314.48 203.64 29.35 610.64 

4 Perkantoran 1.61 3.52 2.66 4.18 11.97 

5 Sarana Pendidikan 35.93 208.25 11.76 24.66 280.60 

6 Sarana Kesehatan 1.41 4.79 1.42 4.08 11.70 

7 Sarana Peribadatan 8.25 2.07 1.19 5.60 17.10 

8 Perdagangan 26.92 9.66 0.89 25.66 63.13 

9 Kawasan Wisata 7.37 63.70 9.72 15.38 96.17 

10 Kawasan Industri 5.41 17.10 69.15 2.91 94.57 

11 Kawasan Lapangan 

Olahraga 

6.84 4.00 3.96 0.86 15.66 

12 Kawasan Peternakan 0.53 5.63 - 5.63 11.79 

13 Kawasan Pemakaman 3.79 8.66 0.11 2.80 15.36 

14 TPA dan IPLT - 1.915 - 7.037 8.95 

15 Hutan Produksi Terbatas - 2,358.22 2,017.77 - 4,375.99 

16 Hutan Lindung 2,512.91 3,728.19 - 899.88 7,140.98 

17 Lahan Terbuka Hijau 0.021 226.91 0 4.91 231.841 

18 Tahura Palu - 4,253.76 - 1,535.24 5,789.00 

19 Lain-lain 2,307.45 6,844.11 5,570.96 2,188.13 16,910.65 

  Jumlah 5,747.00 18,655.00 8,969.00 6,135.00 39,506.00 

Sumber: Dokumen RP-RHL Kota Palu, 2010. 

 

f.1.  Potensi Pertambangan 

Terdapat berbagai potensi pertambangan di Kota Palu yaitu 

galian C, emas, gipsum, andesit, dll. 

✓ Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil) 

Bahan galian ini terdapat di Kelurahan Tondo dan 

Kelurahan Layana Indah (sekitar Vatutela) di Kecamatan Palu 

Timur dan Kelurahan Mamboro di Kecamatan Palu Utara. 

Sedangkan Pasir dan Batu (Sirtu) tersebar di semua sungai di Kota 

Palu. Lokasi potensi material ini umumnya terdapat di sekitar 

wilayah sungai, baik sungai permanen maupun sungai tadah hujan. 
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Berdasarkan data UPT Pertambangan Dinas PU Kota Palu (2006), 

Ijin Pengusahaan Bahan Galian C Sirtu di Kota Palu saat ini 

terdapat pada lokasi-lokasi, yaitu :  

▪ S. Lambagu, Kelurahan Pantoloan (10 Ha) 

▪ S. Sombe Lewara, Kelurahan Pengawu (19 Ha) 

▪ S. Nyoli, Kelurahan Watusampu (6 Ha) 

▪ S. Wala, Kelurahan Watusampu (7 Ha)  

▪ Bukit Buluri Ipi, Kelurahan Watusampu (21 Ha) 

▪ S. Nggolo, Kelurahan Buluri  (17 Ha) 

▪ S. Taipa, Kelurahan Taipa (4 Ha) 

✓ Granit dan Andesit 

Granit dan andesit merupakan batuan beku insitu yang 

dalam penambangannya berbeda dengan cara penggalian tasirtu. 

Mengingat sifat yang keras dan tubuh batuan yang besar maka 

penambangan bahan galian ini akan memerlukan energi yang 

besar guna memungkinkan bagi adanya jalur retakan untuk 

kemudahan penggalian. Granit terdapat di daerah Silae sampai 

dengan Watusampu serta di Vatutela Tondo.  Sedangkan batuan 

andesit terdapat wilayah antara Buluri dan Watusampu.  

✓ Lempung dan Gipsum 

Lempung yang dimaksud adalah lempung merah yang 

dapat digunakan sebagai bahan baku batubata yang banyak 

terdapat di bagian tengah dan selatan Kota Palu. Adapun gipsum, 

dijumpai di wilayah perbukitan dusun Vatutela kelurahan Tondo.  

✓ Garam (KCl)  

Garam banyak dijumpai di sepanjang pantai di Kota Palu, 

khususnya di Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur. 

✓ Emas 

Di wilayah Kota Palu, bahan galian yang termasuk 

golongan B ini terdapat di Kelurahan Poboya. Luas areal 

pertambangan emas di Kelurahan tersebut sekitar 7.120 Ha. 

Secara rinci potensi bahan tambang di Kota Palu dapat dilihat pada 

Tabel 2.13. berikut 
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Tabel 2.13 
Lokasi dan Potensi Bahan tambang di Kota Palu 

 

N
o. 

Nama Bahan 
Galian 

Lokasi Potensi/Sebaran Keterangan 

1. Pasir Batu 
Kerikil  (Sirtukil) 

S. Labuan, S. Taipa, S. 
Paboya,     S. Kawatuna, 
S. Palu,  S. Tawaeli, S. 
Pantoloan, S. Lambagu,  
S. Layana, S. Sombe 
Lewara, S. Palupi, S. 
Rato,  S. Nggolo, S. 
Pokove, S. Watusampu,  
Bukit  Watusampu dan 
Bukit Nyoli.  

Sangat berpotensi 
dengan cadangan 
yang sangat besar, 
terutama S.Labuan, 
S.Taipa,  S. Tawaeli 
dan       S. 
Watusampu 

Eksploitasi saat ini 
dilakukan S. Tawaeli 
(46,65 Ha), 
S.Watusampu (14,3 
Ha),  S. Lambagu (10 
Ha),  Bukit Watusampu 
(15 Ha),  S. Nggolo (5 
Ha)  dan Bukit Nyoli  
(14 Ha) 

2. Emas Desa Poboya., Palu 
Timur   

Terdapat sebagai 
urat-urat dalam 
granit 

Ijin eksplorasi oleh PT. 
Citra Palu Minerals 

3. Granit Silae, Watusampu, 
Buluri,  Kabonena, 
Donggala Kodi, dan  
Watutela 

Cukup di Silae, 
Watusampu, Buluri, 
Donggala Kodi, 
Kabonena dan 
hanya setempat di 
Watutela 

Sebaran granit 
merupakan batas  
litologi bagian timur dan 
meluas sampai wilayah 
Kab. Donggala. 

4. Andesit Buluri dan bagian barat 
Watusampu, Kec. Palu 
Barat 

Sedang Umumnya terletak 
dibawah lapisan 
pelapukan perbukitan,  
kecuali  areal 
sepanjang sungai dan 
jalan. Sebaran meluas 
hingga wilayah Kab. 
Donggala 

5. Lempung Kel. Tatura Utara dan 
Birobuli Selatan (Palu 
Selatan) dan Kawatuna 
(Palu Timur )   

Sedang Sebagian telah menjadi 
areal pemukiman 

6. Gipsum Dusun Watutela, Tondo 
Kec. Palu Timur 

Terbatas Dijumpai setempat-
setempat dalam 
formasi batuan molase 

Sumber : Draft RTRW Kota Palu, 2011 

 

f.2. Potensi Sungai 

Aliran sungai di Kota Palu umumnya bersumber dari arah 

yang variatif yaitu dari Selatan mengalir ke Utara, dari Barat Ketimur, 

dari Timur ke barat yang kesemuanya bermuara pada teluk Palu, 

sebagaimana terlihat pada gambar 2.2. Sungai-sungai tersebut 

membentuk pola subtrelis dan dendritik ditunjukkan oleh cabang anak-

anak sungai, sedangkan pola radier ditemukan di daerah 

pegunungan.  
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Gambar 2.3 
Bagan Alir Sungai- Sungai Yang Mengalir ke Sungai Palu 

 

 

f.3. Potensi Pariwisata 

Wilayah Kota Palu mempunyai beberapa kawasan wisata 

yang merupakan tujuan wisatawan domestik maupun manca negara. 

Potensi wisata tersebut terdiri atas : 

❖ Museum Sulawesi Tengah 

Museum Sulawesi Tengah yang terletak di Kota Palu 

sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Tengah menyimpan sekitar 

7.000 koleksi. Sebagian koleksi ditata dalam dua Gedung Pameran 

Tetap dan sebagian lainnya masih tersimpan dalam Gedung 

Penyimpanan Koleksi (Storage). Dalam gedung Pameran Tetap 

dapat disaksikan aneka kebudayaan dari 12 etnis seperti upacara 

daur hidup, pembuatan kain tenun donggala, meramu sagu dan 

pembuatan kain kulit kayu.  

❖ Sou Raja 

Rumah raja atau Sou Raja atau juga disebut Banua Mbaso 

yang berarti rumah besar. Rumah berbentuk panggung ini 

merupakan warisan nenek moyang keluarga para bangsawan suku 

Kaili. Saat ini Banua Mbaso masih dapat dilihat di Kabupaten Sigi, 

Dari Arah Barat: 

S. Lewara, S. Sombe, 
S.Ngangabemba, 
S.Katasa, S.Wera, 
S.Rumai, S.Ompa, 
S.Kamboja, S.Sambi, 
S. Sambo, S. Ombi, 
S. Pena, S. Pulu, 
S.Pewanu, S. Pelindu, 
S Salua,  

Dari arah Barat: 

S.Ore, S Siroa, S.Latete, 
S Napek, S Phubohe, 
S. Katawanga, S. Kalapane, 
S.Sangkulera, 
S Pembedamba 

Dari Arah Selatan: 
S.Kahimpa,S.Walohapi, 
S.Miu, S.Werese, S.Sadua 

Dari Arah Timur: 

S.Oa, S. Latohu, S Sapoa, 
S.Sadarmula, S Mapane, S.Salubi, 
S.Oum, S.Halumutan, S.Rakuta 

Dari Arah Timur: 
S.Gagamua, S. 
Salupani, S Konju, 
S.Uyu, S.Wenu 

Sungai Miu Sungai Gumbasa 

Sungai Palu S. Bahama 
S. Wenu 
S. Paneli 
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Tavaili, Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Khusus Kota 

Palu dapat dilihat keberadaan rumah Sou Raja yang masih terawat 

sebagai salah satu cagar budaya terdapat di kelurahan Lere 

kecamatan Palu Barat. 

❖ Pantai Talise  

Pantai Talise merupakan obyek wisata bahari yang memiliki 

panorama indah yang terbentang sepanjang jalan Raja Moili dan 

Jalan Cut Mutiah. Di pantai ini pengunjung dapat menikmati 

terbenamnya matahari di sela sela gunung Gawalise sambil 

menyaksikan para nelayan menjala ikan.  Sedangkan pada malam 

hari, pantai yang terletak di tengah kota Palu banyak dikunjungi 

masyarakat untuk menikmati makanan dan minuman tradisional 

khas Kota Palu. 

❖ Sarung Tenun Donggala 

Sarung Donggala adalah kain tenun tradisional diproduksi 

dalam bentuk tenun ikat yang memiliki ciri dan motif spesifik. Teknik 

pembuatannya masih secara manual dengan peralatan tradisional 

atau ATBM. Bahan baku Sarung Donggala berasal dari benang 

baik sutra maupun non sutra. Benang-benang itu biasanya sudah 

diberi zat pewarna. Sarung tenun ini dapat dijumpai di beberapa 

toko di Kota Palu, sedangkan atraksi penenunan dapat disaksikan 

langsung oleh pengunjung di Kelurahan Watusampu Kecamatan 

Palu Utara, Desa Towale Kecamatan Banawa Selatan dan Desa 

Wani di Kecamatan Tawaili, Kabupaten Donggala. 

❖ Makanan Khas 

Kota Palu, seperti halnya wilayah lainnya di Indonesia 

mempunyai beragam makanan khas telah dikenal oleh masyarakat. 

Makanan tersebut antara lain Kaledo, Uta Dada, Bau Tunu dan Uta 

Kelo yang bisa dijumpai di beberapa rumah makan yang menjual 

makanan khas tersebut.   
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❖ Makam Datok Karamah 

Salah satu saksi sejarah masuknya agama Islam pertama 

di Sulawesi Tengah adalah Makam Dato Karama yang terletak di 

Kampung Lere, Kota Palu. Nama asli Dato Karama adalah Abdullah 

Raqie, seorang tokoh agama Islam asal Minangkabau, Sumatera 

Barat. Sekitar abad XVII Abdullah Raqie tiba di Palu untuk 

menyebarkan agama.  Beliau diberi gelar Dato Karama karena 

memiliki kesaktian. Masyarakat mengaguminya dan memeluk 

agama Islam termasuk Raja Kabonena bernama I Pue Njidi. Dato 

Karama menikah dengan Ince Jille dan dikaruniai dua anak 

perempuan, Ince Dongho dan Ince Saharibanong. Karena dianggap 

memiliki kesaktian makam Dato Karama hingga kini selalu diziarahi, 

bahkan banyak orang datang melepaskan nazarnya di makam 

tersebut. Profil dan potensi pengembangan pariwisata di Kota Palu 

secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.14 

Profil Kepariwisataan Kota Palu 

 

a. Potensi Obyek Dan Daya Tarik Wisata 

 1. Objek dan daya tarik wisata 
alam 

 Teluk Palu (Pantai Talise, Pantai Karampe, 
Taman Ria, Pantai Tumbelaka, Taipa Beach, 
Nikki Beach, Pantai Mamboro, Kampoeng 
Nelayan), Danau Sibili, Wisata Ekologi di 
Poboya  

 2. Objek dan daya tarik wisata 
budaya 

 Pertunjukan Seni – Budaya (Musik Kakula, Seni 
Sastra Dadendate), Ritual Balia, Taman 
Budaya, Gedung Graha Hasan Bahasyuan  

 3. Objek dan daya tarik wisata 
buatan/khusus 

 Paralayang (Bukit Matantimali), Motocross dan 
Golf (Tondo), Jet Ski (Teluk Palu) 

b. Profil kunjungan wisatawan (Wisnus/Wisman) 

 1. Wisatawan Nusantara   

 • Jumlah kunjungan  54.786 orang (2008)/128.615 (2009) 

 • Trend pertumbuhan  Meningkat 57,40% 

 • Asal wisatawan  Jakarta, Surabaya, Bandung, Manado, 
Makassar dll 

 • Tujuan/motivasi kunjungan  Naturalisme kondisi alam, Keunikan alam dan 
Hasanah Budaya, Eksotisme alam, Riset dan 
kajian ilmu pengetahuan, Interaksi dengan 
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masyarakat local 

 • Lama tinggal  2 s/d 5 hari 

 • Tingkat pembelanjaan  Rata-rata Rp. 1 Juta s/d 5 Juta/Hari 

 2. Wisatawan Mancanegara   

 • Jumlah kunjungan  2.177 orang (2008)/758 (2009) 

 • Trend pertumbuhan  Menurun 187,20% 

 • Asal wisatawan  Jerman, Italia, Prancis, Belanda, USA, Jepang, 
Spanyol, Inggris, Belgia, Swiss, China, 
Australia, Austria, Korea selatan 

 • Tujuan/motivasi kunjungan  Naturalisme kondisi alam, Keunikan alam dan 
Hasanah Budaya, Eksotisme alam,  

Riset dan kajian ilmu pengetahuan, Interaksi 
dengan masyarakat local 

 • Lama tinggal  2 s/d 5 hari 

 • Tingkat pembelanjaan  Rata-rata Rp. 1 Juta s/d 5 Juta/Hari 

c. Fasilitas pendukung wisata 

 1. Akomodasi   

 • Jumlah akomodasi bintang 
dan non bintang 

 3 unit bintang, 55 unit non bintang 

 • Kapasitas kamar/room  212 bintang, 932 non bintang 

 • Tingkat hunian  54,42 % bintang, 25,99 % 

 • Lokasi sebarannya  Wilayah Kota Palu 

 2. Rumah makan dan Restoran   

 • Jumlah rumah makan lokal 
dan spesifikasi menu 

 263 unit 

 • Jumlah rumah makan 
internasional dan 
spesifikasi menu 

 51 Unit 

 • Kapasitas   Rata-rata 50 – 200 Orang dan khusus Swiss 
Bell Resto 750 Orang 

 3. Agen Perjalanan  45 unit 

 4. Biro Perjalanan Wisata  19 Nit 

 5Artshop/Toko Cinderamata  6 Unit 

 6.Fasilitas Hiburan/ 
Entertainment 

 Karaoke, Cafe, Diskotik, Live Music, Bilyar 

 a. Jumlah  62 unit 

 7. Fasilitas kesehatan   

 a. Jumlah  8 RSU yaitu; 2 RSU Pemerintah, 4 RSU 
Swasta dan 2 RSU ABRI 
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d. Aksesibilitas 

 Transportasi Udara   

 a. Jumlah dan status bandara 
(Internasional/ Domestik) 

 1 Buah (domestik) 

 b. Peta lokasi bandara   

 c. Spesifikasi teknis dan 
fasilitas bandara/terminal 

 PanjangLandasan Pacu:2.067 meter, Kelas II, 
Jenis Pesawat Boeing 737, F 100 dansejenis 
lainnya 

 d. Profil statistik bandara (5 
tahun) 

1. Data keberangkatan 
penerbangan 

2. Data kedatangan 
penerbangan 

  

 

Berangkat 2.707 Orang 

 

Datang 2.707 Orang 

 e. Maskapai Penerbangan   

 1. Maskapai penerbangan 
nasional 

 1. Garuda Jumlah penerbangan 7 kali per 
hari/minggu  

2. Lion/Wing Air Jumlah penerbangan 7 kali per 
hari/minggu  

3. Batavia Air Jumlah penerbangan 7 kali per 
hari/minggu 

4. Sriwijaya Air Jumlah penerbangan 7 kali per 
hari/minggu 

5. Merpati Airlines Jumlah penerbangan 3 kali 
per hari/minggu 

6. Express Air Jumlah penerbangan 3 kali per 
hari/minggu 

 Transportasi Darat (Terminal 
Bus) 

 Terminal Mamboro, Terminal Tipo dan Terminal 
Petobo 

 a. Jumlah stasiun 
(Internasional/ Domestik) 

 3 Buah (Domestik)  

 e. Armada Bus  Jumlah 1.768 

 1. Nama armada bus  PO. Jawa Indah, PO. Honda jaya, PO. 
Batutumunga, PO. Touna Indah, PO. Togean 
Indah, PO. Sahabat Anda, PO. New Armada, 
PO. Alugoro, PO. Sinar Wahyu, PO. Imam 
Stanless, PO. Cahaya Bone, PO. Andaria, PO. 
Herlina Kiki, PO. Lemans dll 

 Transportasi Air (Pelabuhan)   

 a. Jumlah dan status 
pelabuhan 
(Penumpang/Barang) 

 1 pelabuhan penumpang, 1 pelabuhan barang 

 b. Peta Lokasi Pelabuhan  Pelabuhan Pantoloan dan Pelabuhan Fery 
Taipa, Kecamatan Palu Utara 

 c. Spesifikasi teknis dan 
fasilitas pelabuhan 

 Ruang Tunggu calon Penumpang 

 e. Armada Kapal  1. KM. Nggapulu Jumlah pelayaran 1 per  2 
(dua) minggu 



BAB  II - 

 

 

   29 
  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu 

2. Ferry KMP Pradipta Dharma Taipa 

 Data Fasilitas dan Moda 

Transportasi Umum Lainnya 

 Rental Mobil dalam berbagai merk dan jenis 

kendaraan 

Sumber : Survei Parawisata Kota Palu 2011 (diolah kembali) 

 

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 

a) Banjir 

Kota Palu mempunyai beberapa kawasan yang rawan terhadap 

bencana banjir.  Disamping faktor curah hujan, faktor topografi sangat 

berpengaruh, termasuk diantaranya beda tinggi dasar sungai dan tanah 

setempat relatif kecil. Karakteristik banjir di Kota Palu adalah berupa 

banjir bandang dengan periode genangan singkat. Hal ini sangat 

berkaitan dengan kondisi permukaan lahan tandus serta topografi 

wilayah yang memiliki kelerengan. Tiga arah aliran utama sungai serta 

karakteristik banjir di Kota Palu adalah : 

➢  Sungai yang berhulu di timur berarah timur-barat bermuara di Teluk 

Palu, secara topografi potensi banjir genangan relatif kecil tetapi 

mengingat adanya beda tinggi yang cukup besar maka dapat 

menimbulkan banjir debris  yang membawa sedimentasi material 

yang cukup besar. Sungai Tawaeli (Kelurahan Lambara dan 

Kelurahan Panau), Sungai Taipa (Kelurahan Taipa), Sungai Layana 

(Kelurahan Mamboro dan Kelurahan Layana Indah), Sungai 

Watutela (Kelurahan Tondo) dan Sungai Pondo (Keluraha Poboya, 

Kelurahan Lasoani, Kelurahan Tanamodindi dan Kelurahan Talise). 

➢  Sungai yang berhulu di barat berarah barat-timur bermuara di Teluk 

Palu, secara topografi potensi banjir relatif kecil tetapi mengingat 

adanya beda tinggi yang cukup besar maka dapat menimbulkan 

banjir debris yang membawa sedimentasi material yang cukup 

besar. Sungai Uwenumpu, Sungai Kalora (Kelurahan Donggala 

Kodi, Kelurahan Kabonena, Kelurahan Silae dan Kelurahan Tipo), 

Sungai Buluri (Kelurahan Tipo dan Kelurahan Buluri). 

➢  Sungai yang berhulu di barat, timur dan selatan menyatu di S. Palu. 

Kearah pusat kota sungai ini sangat berpotensi menimbulkan banjir 
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genangan karena gradien kelerengan yang rendah serta adanya 

kawasan hunian yang terletak pada lokasi yang memiliki ketinggian 

mendekati elevasi bantaran sungai. Kawasan tersebut terdapat di 

kecamatan Palu Barat (Kelurahan Nunu, Kelurahan Ujuna, 

Kelurahan Baru dan Kelurahan Lere), Kecamatan Palu Selatan 

(Kelurahan Pengawu, Kelurahan Palupi, Kelurahan Tavanjuka, 

Kelurahan  Birobuli Selatan, Kelurahan Tatura Selatan, Kelurahan 

Lolu Utara dan Kelurahan Lolu Selatan), Kecamatan Palu Timur 

(Kelurahan Besusu Barat). 

Gambar 2.3. menyajikan peta tentang ancaman banjir pada 

pada wilayah Kota Palu sebagai berikut : 

Gambar 2.4  

Peta Kelas Ancaman Bencana Banjir 
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b) Gempa Bumi 

Di Kota Palu, gempa bumi yang potensial terjadi adalah jenis 

gempa bumi tektonik. Gempa jenis ini diakibatkan oleh pergeseran 

didalam bumi. Magnitude gempa bumi berkisar kecil sampai besar, 

daerahnya luas, kedalaman sumber gempa bisa dangkal, menengah 

hingga dalam. Aktivitas gempa bumi di Kota Palu dan sekitarnya 

terutama dikarenakan oleh patahan aktif Palu Koro dan Patahan 

Pasternoster.   

Jalur gempa sangat berkaitan dengan jalur patahan. Kota Palu 

dilalui/dipengaruhi oleh tiga jalur patahan yang saling sejajar berarah 

barat laut –tenggara, yaitu : 

1.  Patahan vertikal di sebelah timur melewati jalur perbukitan 

2.  Patahan vertikal di bagian tengah Kota Palu, melewati Tondo, 

Talise, Biromaru, Bora dan memanjang ke arah Palolo. 

3.  Patahan vertikal di sebelah barat. Jalur patahan secara relatif 

terdapat memanjang dari tepi pantai Kabonga melewati Loli, Buluri, 

Watusampu, Balane dan selanjutnya memanjang ke selatan yang 

kemudian akan bersambung dengan patahan Matano. 

Ketiga patahan tersebut secara regional merupakan akibat 

gravitasi dari proses patahan geser Palu-Koro. Berdasarkan letak dan 

orientasi garis patahan tersebut maka wilayah yang sangat dekat akan 

jalur patahan rawan kerusakan akibat gempa adalah : Watusampu, 

Buluri, Silae, Kabonena, Donggala Kodi dan Duyu. 

c) Tanah Longsor 

Longsor adalah pergerakan massa batuan/tanah dari tempat 

yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Longsor mudah terjadi 

pada wilayah yang relatif terjal dengan formasi batuan yang telah 

mengalami pelapukan dan erosi berat, dan juga pada wilayah rawan 

gempa. Agen utamanya  adalah hujan dan kadang-kadang dipicu oleh 

beban dan getaran serta akar tunggang. Lokasi longsor dan rawan 

longsor banyak ditemui di sisi-sisi jalan, tebing-tebing dekat sungai (di 
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bagian hulu), tebing sungai dan lahan perkebunan.  

Wilayah di Kota Palu yang teridentifikasi rawan longsor adalah 

wilayah sebelah barat Silae, Kabonena dan Donggala Kodi, hulu sungai 

Watutela, dan tebing bukit di Poboya. Pengamatan di wilayah bantaran 

sungai menunjukkan kondisi rawan gerusan tebing sungai di S. Taipa, 

S. Watutela dan S. Poboya.  Gerusan pada tebing sungai Poboya ke 

arah Talise bahkan mengancam struktur jalan dan jembatan dan 

kawasan perumahan pada bantaran sungai.  

d) Tsunami 

Tsunami pada prinsipnya diawali oleh gempa bumi, yang 

menimbulkan gangguan impulsif terhadap air laut karena adanya 

perubahan bentuk dasar laut.  

Proses terjadinya tsunami dapat dijelaskan sebagai berikut:  

▪ Gempa bawah laut merenggutkan massa besar air laut dalam satu 

hentakan kuat.  

▪ Gelombang balik air menerjang dengan kecepatan hingga 800 

Km/jam  

▪ Mendekati pantai, gelombang melambat namun mendesak ke atas  

▪ Gelombang menghempas ke daratan dan menghancurkan apapun di 

belakang pantai 

Wilayah Selat Makassar dimana Kota Palu terdapat memiliki 

frekuensi yang tinggi kejadian tsunami. Selat ini memiliki aktivitas 

seismik akibat adanya konvergensi empat lempeng tektonik yang 

menghasilkan struktur yang kompleks. Kenampakan tsunamigenic 

utama di Selat Makassar adalah zone patahan Palu-Koro dan 

Pasternoster, yang membentuk batas cekungan Selat Makassar. 

Analisis seismisitas, tektonik dan sejarah tsunami menunjukkan kedua 

zona patahan ini memiliki karakteristik yang berbeda. 

Zone patahan Palu-Koro memicu gempa dangkal yang 

menghasilkan tsunami  dengan kekuatan konsisten dengan kekuatan 

gempa. Sedangkan zone patahan Pasternoster menghasilkan  gempa 
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dengan kekuatan tsunami yang lebih besar daripada kekuatan gempa. 

Hal ini disebabkan oleh adalah longsoran bawah laut akibat gempa. 

Perairan pantai Kota Palu berpeluang terjadi tsunami, 

dikarenakan gempa-gempa yang berpusat di barat laut Kota Palu, yaitu 

Selat Makassar dan sekitarnya. Gempa bumi yang terjadi di wilayah ini 

memiliki magnitude > 6,3 SR, kedalaman dangkal (kurang dari 60 km), 

bentuk patahan naik, turun atau terbelah dan bentuk pantai yang 

cekung memungkinkan energi gelombang yang terjadi dapat 

terakumulasi menjadi lebih besar di Teluk Palu, yaitu kemungkinan 

terjadinya gelombang tsunami bisa mencapai Up > 15m (berkategori 

berbahaya, BMG Palu, 2004).Berdasarkan data BMG Palu tersebut, 

wilayah Kota Palu yang rawan tsunami ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.15 
Wilayah Kota Palu Rawan Gelombang Pasang Tsunami 

 
No. Kecamatan Kelurahan 

1 Palu Utara Panau, Kayumalue, Baiya, Lambara, 
Mamboro dan Taipa dan Pantoloan. 

2 Palu Timur Talise, Tondo, Layana Indah, Besusu 
Barat 

3 Palu Selatan Dataran banjir S. Palu di Lolu Utara 
dan Lolu Selatan 

4 Palu Barat Ujuna, dataran banjir S. Palu di Nunu, 
Silae, Tipo, Buluri, Watusampu dan 
Lere 

Sumber : BMKG Kota Palu, 2004 

e) Abrasi dan Sedimentasi  

Istilah digunakan untuk menunjukkan erosi yang terjadi di 

pantai. Diduga kuat penyebab utama abrasi ini adalah karena hilang 

atau rusaknya terumbu karang di perairan sekitar pantai dan hutan 

mangrove di zone pasut (pasang-surut) pantai. Gejala abrasi di wilayah 

Kota Palu sangat jelas terlihat di pantai Talise dan Taman Ria. Abrasi 

tersebut telah merusak tanggul pantai, bahkan telah merusak badan 

jalan.   

Sedimentasi adalah proses pengendapan material batuan 

ataupun fosil-fosil tumbuhan dan binatang. Dalam peristiwa yang 
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tampak dalam pandangan sehari-hari, sedimentasi dapat dikatakan 

sebagai proses akhir dari erosi, longsor dan abrasi. Sedimentasi 

umumnya terjadi pada tempat-tempat yang rendah seperti lembah, 

dasar danau, dasar laut dan dasar sungai.   

Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sedimentasi adalah 

pendangkalan. Jika terjadi di dasar sungai maka daya tampung sungai 

tersebut berkurang, sehingga pada waktu musim penghujan dapat 

menyebabkan banjir. Sedangkan, jika terjadi di pantai dapat mematikan 

terumbu karang, mangrove dan aktivitas pelayaran dekat pantai. Gejala 

sedimentasi di wilayah Kota Palu sangat jelas terlihat di sepanjang 

badan Sungai Palu, Sungai Lewara dan beberapa sungai lainnya, di 

muara sungai Palu dan Tanjung Tondo.  

2.1.4. Aspek Demografis 

a). Jumlah dan Rasio Penduduk 

Penduduk Kota Palu berdasarkan hasil proyeksi SUPAS tahun 

2010 adalah 336,532 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kota Palu pada tahun 

2010 adalah sebesar 102 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan 

terdapat 102 penduduk laki-laki atau jumlah penduduk perempuan relatif 

lebih kecil daripada penduduk laki-laki. 

Tabel 2.16 
Jumlah dan Rasio Penduduk Kota Palu  

Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 

No. Kecamatan 

Jumlah Penduduk Rasio Jenis 
Kelamin Laki-laki Perempua

n 
Jumlah 

1. Palu Barat 49,791 48,948 98,739 102 

2. Palu 
Selatan 

61,870 60,882 122,752 102 

3. Palu Timur 38,526 37,441 75,967 103 

4. Palu Utara 19,691 19,383 39,074 102 

Kota Palu 2010 169,878 166,654 336,532 102 

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 
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b). Tingkat Kepadatan Penduduk 

Kota Palu merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang 

paling tinggi di Propinsi Sulawesi Tengah yaitu rata-rata 852 orang per 

kilometer persegi. Secara rinci tingkat kepadatan penduduk per kecamatan 

yang di wilayah Kota Palu tercantum pada tabel berikut 

Tabel 2.17 
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Palu 

Menurut Kecamatan Tahun 2010 
 

No. Kecamatan Luas 
Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

1. Palu Barat 57.47 98,739 1,718 

2. Palu Selatan 61.35 122,752 2,001 

3. Palu Timur 186.55 75,967 407 

4. Palu Utara 89.69 39,074 436 

Kota Palu 2010 395.06 336,532 852 

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 

c). Komposisi Umur Penduduk 

Komposisi atau struktur umur penduduk Kota Palu selama tahun 

2009 hampir 70,00 persen berada pada kelompok umur 0-34 tahun, hal ini 

menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu berada pada kelompok penduduk 

usia muda. 

Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang berusia non 

produktif dengan penduduk usia produktif, dapat diketahui besarnya angka 

ketergantungan pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,40 artinya bahwa setiap 

100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebanyak 

kurang lebih 49 orang penduduk usia tidak produktif (0-14) tahun dan 65 

tahun ke atas. 
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Tabel 2.18 
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Kota Palu Tahun 2009 - 2010 
No. Kelompok Umur 2009 2010 

Jumlah Persen Jumlah Persen 

1 Muda (0 - 14 Tahun) 92,162 29.43 96,360 28.63 

2 Produktif (15 - 64 Tahun) 210,068 67.08 232,034 68.95 

3 Tua (65 Tahun ke atas) 10,949 3.5 8,138 2.42 

4 Tidak Produktif (1) + (3) 103,111 32.92 104,498 31.05 

5 Penduduk Kota Palu 313,179 100 336,532 100 

6 Rasio Ketergantungan 0.49 0.45 

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah Kembali) 

2.2. ASPEK KESEJAHTRAAN MASYARAKAT 

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

a). Pertumbuhan PDRB 

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui 

kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Nilai PDRB 

harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi 

yang dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan struktur perekonomian 

daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan 

perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang 

digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi. 

Di Kota Palu Pembangunan perekonomian menunjukkan kemajuan 

yang berarti, kondisi ini ditunjang dengan perbaikan iklim makroekonomi 

Kota Palu yang semakin membaik. Dalam kurun waktu empat tahun 

terakhir (periode 2006-2009) dengan penilaian terbaru tahun dasar2000, 

menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan ditandai 

dengan tingginya angka pertumbuhan ekonomi yaitu 7,59 persen dengan 

total PDRB atas dasar harga berlaku saat ini sebesar 5.332.677 juta rupiah. 

Indikator ini memperlihatkan bahwa serangkaian kebijakan mendasar yang 
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telah digariskan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja sektor-sektor 

ekonomi telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam pembangunan di 

Kota Palu. Pertumbuhan ekonomi Kota Palu terus mengalami peningkatan 

hingga mencapai 7,23 persen pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 yaitu 

menjadi 7,59 persen. 

Berdasarkan distribusi PDRB atas dasar Harga Berlaku tahun 2009 

struktur perekonomian Kota Palu selama ini ditunjang oleh 9 (sembilan) 

sektor pembentuk PDRB. Data perkembangan distribusi setiap sector 

usaha terhadap PDRB kota Palu tahun 2006 – 2009 secara detail dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.19 
Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2006 – 2009 

Atas Dasar Harga Konstan Kota Palu 
 

No. Sektor 

Tahun 

2006 2007 2008 2009 

Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % 

1 Pertanian 83,065 2.50 91,85 2.40 100,351 2.16 126,375 2.37 

2 Penggalian 141,704 4.27 158,811 4.15 192,619 4.14 230,641 4.33 

3 Industri 
Pengelola 

489,586 14.74 542,797 14.20 610,198 13.11 672,287 12.61 

4 Listrik dan Air 
Bersih 

97,545 2.94 118,298 3.09 138,424 2.97 161,542 3.03 

5 Bangunan 325,056 9.78 360,3 9.43 467,545 10.04 545,992 10.24 

6 Perdagangan, 
Hotel dan 
Restoran 

451,029 13.58 528,386 13.82 639,713 13.74 738,597 13.85 

7 Angkutan dan 
Komunikasi 

417,772 12.58 497,09 13.01 605,895 13.02 690,497 12.95 

8 Keuangan, 
Persewaan dan 
Jasa Perusahaan 

403,229 12.14 468,042 12.25 558,004 11.99 627,206 11.76 

9 Jasa-Jasa 913,21 27.49 1,056,718 27.65 1,333,501 28.65 1,539,540 28.87 

PDRB 3,322,197 100 3,822,292 100 4,655,152 100 5,332,677 100 

Sumber: BPS Kota Palu, 2011 

Berdasarkan peranan dari masing-masing sektor tersebut, jelas 

terlihat bahwa perekonomian Kota Palu telah didominasi oleh sektor tersier 

(sektor Jasa-jasa, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor 

Angkutan dan Komunikasi dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa 

Perusahaan) dengan peranan sebesar 67,43 persen terhadap total 
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pendapatan regional Kota Palu.  Adapun perkembangan kontribusi sektor 

PDRB atas dasar harga kostan dan berlaku tercantum pada tabel berikut. 

Tabel 2.20 
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2006 – 2009 

ADH Konstan dan ADH Berlaku Kota Palu 

No. Sektor 

Tahun 

2006 2007 2008 2009 

HB HK HB HK HB HK HB HK 

1 Pertanian 2.90 2.50 2.89 2.40 2.91 2.16 2.84 2.37 

2 Penggalian 4.31 4.27 4.33 4.15 4.36 4.14 4.50 4.33 

3 Industri Pengelola 13.61 14.74 13.40 14.20 13.05 13.11 12.81 12.61 

4 Listrik dan Air 
Bersih 

2.32 2.94 2.32 3.09 2.33 2.97 2.33 3.03 

5 Bangunan 9.40 9.78 9.19 9.43 9.20 10.04 9.25 10.24 

6 Perdagangan, Hotel 
dan Restoran 

13.27 13.58 13.36 13.82 13.35 13.74 13.28 13.85 

7 Angkutan dan 
Komunikasi 

12.23 12.58 12.81 13.01 12.93 13.02 13.05 12.95 

8 Keuangan, 
Persewaan dan 
Jasa Perusahan 

12.33 12.14 12.38 12.25 12.56 11.99 12.52 11.76 

9 Jasa-Jasa 29.41 27.49 29.31 27.65 29.30 28.65 29.41 28.87 

PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sumber : BPS Kota Palu,2011 (diolah Kembali) 

 

b). Laju Inflasi 

Pembangunan sektor ekonomi sangat tergantung pada keadaan 

fiskal dan moneter. Apabila keadaan tersebut tidak terkendali akan 

mengakibatkan tingginya inflasi sehingga daya beli masyarakat terhadap 

barang menurun, atau sebagai pertanda bahwa nilai uang semakin 

merosot. Secara rinci laju inflasi Kota Palu berdasaran kelompok terlihat 

pada Tabel 2.20, sedangkan grafik perkembangan inflasi dari tahun ke 

tahun tercantum pada Gambar 2.4. 
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Tabel 2.21 
Laju Inflasi Kota Palu Berdasaran Kelompok 

Tahun 2005 – 2009 
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Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (di olah kembali) 

 

Gambar 2.5 
Perkembangan Laju Inflasi Kota Palu Tahun 2005-2010 
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Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali) 

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 

Berdasarkan pada dinamika perubahan kehidupan sosial yang 

demikian tinggi,  berimplikasi terhadap pembangunan pendidikan yang 

senantiasa membutuhkan adaptasi dan akomodasi kebutuhan dengan 
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dunia kehidupan sosial tersebut. Dalam konteks demikian pada masa kini 

dan masa depan peran pendidikan semakin penting, terutama dalam 

mereorientasikan pola berfikir,bersikap dan bertindak yang sesuai dengan 

tatanan nilai sosial baru dalam rangka mengantisipasi dinamika perubahan 

pada segenap aspek kehidupan. 

Kondisi daerah terkait fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat pada 

indikator berikut. 

a) Angka Melek Huruf 

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah 

kemampuan baca tulis penduduk dewasa.  Kemampuan baca tulis ini 

tercermin dari data angka melek huruf (AMH) yang diartikan sebagai 

persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan 

menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya 

sehari-hari. Keterampilan baca tulis ini dibutuhkan untuk mempelajari 

dan menguasai keterampilan lainnya. Adanya kemampuan membaca 

dan menulis akan meningkatkan peluang untuk mendapat pekerjaan 

maupun pelayanan yang lebih baik. Olehnya itu indikator ini tidak hanya 

digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan bidang 

pendidikan tapi juga sebagai indeks kebehasilan pembangunan secara 

umum. Gambar 2.6 berikut menyajikan gambaran angka melek huruf 

secara umum di Kota Palu, di mana penduduk Kota Palu dengan angka 

melek huruf periode 2008-2009 mencapai 98,75 persen. 
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 Gambar 2.6 
Persentase Angka Melek Huruf Di Kota Palu dan Propinsi  

Sulawesi TengahTahun 2008 – 2009 
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Sumber : Bappeda & PM Kota Palu, 2010 

 

AMH Kota Palu dalam kurun waktu dua tahun terakhir, 

menunjukan trend yang cukup tinggi dibandingkan dengan AMH 

Sulawesi Tengah sebesar 96,25 persen. Tingginya capaian angka 

melek huruf di Kota Palu pada periode tersebut antara lain disebabkan 

berhasilnya program kejar paket sebagai upaya penuntasan buta huruf, 

serta Kota Palu sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Tengah sehingga 

akses informasi dan fasilitas komunikasi relatif lebih baik dibandingkan 

kabupaten lainnya di wilayah Sulawesi Tengah. AMH antara lain dapat 

digunakan untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah 

dalam menyerap informasi dari berbagai media serta menunjukkan 

kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, maka  

melek huruf berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi 

perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan 

daerah. 

b) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni 

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalahperbandingan jumlah 

siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah 

penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APK Kota Palu lebih tinggi 

dibandingkan APK Sulawesi Tengah dan semakin tinggi jenjang 
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pendidikan, semakin rendah APK sebagaimana tercantum pada 

gambar berikut. 

Gambar 2.7 
Persentase APK Di Kota Palu dan Propinsi  

Sulawesi TengahTahun 2008  
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Sumber : Dinas Pendidikan Sulteng, 2009 

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan 

adalah ukuran banyaknya penduduk dibandingkan tingkat partisipasi 

penduduk sesuai sekolah. Persentase APM di Kota pada jenjang 

pendidikan SD lebih rendah dibandingkan APM Sulawesi Tengah baik 

perempuan maupun laki-laki seperti terlihat pada Gambar 2.7. Hal yang 

menarik yakni pada jenjang pendidikan SD, laiki-laki dan perempuan 

relatif sama, akan tetapi pada tingkat SLTA, partisipasi laki-laki lebih 

tinggi dibandingkan perempuan.  Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan,  semakin tinggi disparitas gender.   

Gambar 2.8 
Persentase APM Di Kota Palu dan 

  Propinsi Sulawesi TengahTahun 2008 – 2009  
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Sumber : BPS Sulteng 2008, IPM Sulteng dan PSW Untad 2008 (diolah kembali). 
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c) Angka Rata-rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun 

pendidikan formal yang dijalani penduduk berusia 15 tahun ke atas. 

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Palu pada keadaan tahun 2008 

tercatat 10,87 tahun, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 

0.43 menjadi 11,30 tahun keadaan tahun 2009.  Selain itu, rataan lama 

sekolah di Kota Palu lebih tinggi dibandingkan rataan lama sekolah 

tingkat Sulawesi Tengah.  Hal ini dapat disebabkan Palu merupakan 

pusat pendidikan di Sulawesi Tengah sehingga akses dan fasilitas 

pendidikannya relatif  lengkap.  

Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk 

terutama pada kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama sekolah 

lebih tinggi dan makin meningkat. Hal tersebut terlihat pada gambar 

berikut. 

Gambar 2.9 
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2008 – 2009 
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Sumber : Bappeda & PM Kota Palu, 2010 (diolah kembali) 

 

d) Ketenagakerjaan 

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan 

suplai pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Namun tidak semua 
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penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia 

kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk 

usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan 

kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia 

kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun 

atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja 

dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir 

itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan 

yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka 

yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.  

Sekitar 66% dari total penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di Kota 

Palu, termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan 

kerja mengalami peningkatan selama periode 2007-2009 dari 59, 67% 

menjadi 60,92%.   

Berdasarkan grafik pada gambar 2.9. terlihat bahwa  lapangan 

usaha di Kota Palu didominasi sektor jasa kemasyarakatan diikuti 

sektor perdagangan. Sedangkan sektor pertanian hanya menyerap 

sekitar 7,17% tenaga kerja.  Hal ini disebabkan Kota Palu sebagai 

ibukota propinsi yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan 

dan pendidikan, sedangkan potensi lahan pertanian relatif terbatas.  

Adapun sektor industri paling sedikit menyerap tenaga kerja karena 

terbatasnya infrasutruktur industri di Kota Palu. Masyarakat sebagian 

besar mengirimkan produk setengah jadi ke daerah lainnya, karena 

industri pengolahan bahan jadi masih terbatas. 

Gambar 2.10 

Persentase Penduduk Kota Palu Yang Bekerja  

Berdasarkan Sektor Tahun 2008-2009 
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   Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali) 
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2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang 

sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan 

pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 

Kebudayaan daerah merupakan salah satu aset yang perlu dilestarikan 

sehingga dapat menjadi salah satu potensi lokal yang mampu menarik 

wisatawan baik lokal maupun asing. Kesadaran akan budaya lokal 

memberikan arah bagi perwujudan jati diri yang sesuai dengan nilai-nilai 

luhur budaya dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-

nilai kearifan lokalakan mampu merespon modernisasi secara positif dan 

produktif.  

Pengembangan seni dan budaya Kota Palu semakin meningkat 

seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

nilai seni dan budaya lokal. Salah satu indikator yang dapat digunakan 

untuk bidang tersebut adalah rasio grup kesenian yaitu jumlah grup 

kesenian per 10.000 penduduk. Adapun perkembangan grup kesenian di 

kota Palu dari tahun ke tahun terlihat pada gambar berikut. 

Gambar 2.11 
Perkembangan Grup Seni Kota PaluTahun 2006 – 2009 

 

 

Sumber : BPS Kota Palu, 2010  (diolah Kembali) 
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Pembinaan olah raga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan 

olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi 

pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan olah raga 

tingkat SD, SMP hingga SMA. Selain itu, pembinaan bagi atlet yang 

berprestasi terus dilakukan sehingga atlet Kota Palu mampu bersaing 

dalam pada skala regional bahkan nasional. olah raga Karate, sepak bola 

dan bola basket merupakan cabang olahraga yang banyak diminati di Kota 

Palu sebagaimana terlihat pada Tabel 2.21. 

Tabel 2.22 
Jumlah Induk Olahraga dan Atlet Menurut Jenis Kelamin 

di Kota Palu Tahun 2009 

 

No 

 

Cabang Olahraga 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 
 

1. Anggar 16 8 24 

2. Atletik 38 19 57 

3. Biliyard 16 0 16 

4. Bola Basket 41 32 73 

5. Bola Volly 15 11 26 

6. Bridge 24 0 24 

7. Bulu Tangkis 21 11 32 

8. Catur 20 9 29 

9. Karate 83 15 98 

10. Kempo 37 0 37 

11. Pencak Silat 23 13 36 

12. Sepak Bola 80 0 80 

13. Sepak Takraw 20 18 38 

14. Taekondow 20 8 28 

15. Tenis 17 8 25 

16. Tenis Meja 11 10 21 

17. Tinju 24 0 24 

Total 400 174 574 

Sumber :  BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali) 

 

 



BAB  II - 

 

 

   47 
  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu 

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 

2.2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 

Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa 

urusan, antara lain: 

a) Pendidikan 

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik 

sebagai subyek sekaligus obyek dalam membangun kehidupan yang 

lebih baik. Oleh karena itu pendidikan sangat berperan dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan 

pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, 

menciptakan kualitas masyarakat maju dan mandiri, bertumpu pada 

perspektif tersebut, maka upaya untuk mengembangkan kualitas 

sumberdaya manusia jelas sangat strategis. Terdapat beberapa 

indikator kinerja dalam bidang pendidikan yaitu: 

 

a.1). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

 

Suatu ukuran untuk melihat seberapa banyak penduduk 

usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas 

pendidikan yang ada dinamakan Angka Partisipasi Sekolah 

(APS). Meningkatnya APS berarti menunjukkan adanya 

keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan 

dengan upaya memperluas jangkauan layanan pendidikan. 

Gambar 2.101memperlihatkan APS Kota Palu pada jenjang 

pendidikan SD, SLTP dan SLTA.  Berdasarkan grafik tersebut, 

pada jenjang pendidikan SD, APS mencapai hampir 100% dan 

semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah APS 

Penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun 

memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk 

yang menghadapi hambatan ekonomi dan social budaya (yaitu 

penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah 

perbatasan, dan terpencil serta pasca konflik maupun hambatan 

atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik). 
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Untuk itu perlu strategi yang lebih efektif antara lain dengan 

membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah 

serta putus sekolah.  

Gambar 2.12 
Angka Partisipasi Sekolah Kota Palu Tahun 2008 – 2009 
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Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali) 

a.2)  Kemampuan Baca Tulis 

Penduduk Kota Palu merupakan masyarakat yang 

heterogen sehingga penggunaan bahasa Indonesia relatif tinggi, 

meskipun masih terdapat sebagian masyakarat yang 

menggunakan bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari.  

Peranan bahasa nasional dalam suatu masyarakat majemuk 

seperti di Kota Palu sangat penting. Selain itu, bahasa Indonesia 

digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar 

mengajar. 

Kemampuan baca tulis yang mencerminkan kemampuan 

untuk berkomunikasi secara tertulis dan kemampuan berbahasa 

Indonesia mencerminkan kemampuan berkomunikasi verbal, 

terlihat pada  gambar berikut. 
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Gambar 2.13 
Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas dan Kemampuan 

Membaca dan Menulis Berdasarkan Jenis Kelamin 
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Sumber : PSW, 2009 

a.3)  Rasio Guru/Murid 

Semakin meningkatnya APS, khususnya untuk jenjang 

pedidikan harus diikuti dengan meningkatnya fasilitas pendidikan, 

antara lain daya tampung ruang kelas serta rasio guru murid. 

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan 

tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat 

pendidikan. Rasio ini selain mengindikasikan ketersediaan tenaga 

pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar 

tercapai mutu pengajaran. 

Gambar berikut mencantumkan dengan rinci rasio antara 

murid dan guru, murid dan buku serta murid dan ruang belajar 

dalam kurun waktu 2007-2010. 
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Gambar 2.14 
Rasio Murid/Guru; Murid/Buku & Murid/Ruang Belajar 

di Kota Palu Tahun 2007 – 2010 
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Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palu, 2011 

Gambaran pelayanan umum dalam konsep pendidikan 

dasar dan menengah di Kota Palu tercantum pada gambar 2.15 

dan 2.16. Pada keempat indikator ini, baik dalam konsep 

Pendidikan Dasar maupun dalam konsep Pendidikan Menengah, 

secara umum menunjukan peningkatan setiap tahunnya.  

Gambar 2.15 
Persentase Pelayanan Umum Dalam Konsep Pendidikan Dasar 
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Gambar 2.16 

Persentase Pelayanan Umum Dalam Konsep Pendidikan Menengah 

 

 

a.4)  Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah 

satu indikator dampak yang menggambarkan tingkat pendidikan 

yang dicapai (ditamatkan) penduduk berumur 5 tahun keatas 

yang pernah sekolah. Secara umum penduduk Kota Palu dilihat 

dari tingkat pendidikan relatif semakin membaik. Tingkat 
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pendidikan yang ditamatkan penduduk Kota Palu sebagian besar 

masih tamat SD, sementara jenjang pendidikan yang semakin 

tinggi mempunyai persentase semakin kecil.  

Rendahnya proporsi penduduk yang tamat diploma dan 

perguruan tinggi diduga karena; (1) Biaya pendidikan yang relatif 

tinggi,(2) Sarana pendidikan yang masih terbatas, (3) Program 

Universitas Terbuka, walaupun telah dirasakan tapi masih relatif 

terbatas, (4) Peran pemerintah yang sangat besar masih 

ditujukan pada pendidikan dasar. 

Gambar 2.17 
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut TingkatPendidikan Ditamatkan 

dan Status Pendidikan di Kota Palu danPropinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 
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Sumber : Bappeda & PM Kota Palu,  2010 

 

b) Kesehatan 

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik 

penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk.  Hal 

yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan yang ditandai oleh meningkatnya angka harapan 

hidup, menurunnyatingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan 

serta perbaikan status gizi masyarakat. 
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b.1)  Umur Harapan Hidup 

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator indeks 

pembangunan manusia (IPM) yang sangat ditentukan oleh 

peningkatan taraf hidup dan status kesehatan masyarakat. UHH 

dari tahun ke tahun bila diperhatikan terjadi peningkatan meskipun 

relatif kecil, ini dapat dilihat dari OR Collectional of Baseline data 

kerjasama DHS-BPS di mana pada tahun 2005 UHH Kota Palu 

adalah 67 tahun. Pada Tahun 2006, Tahun 2007 maupun Tahun 

2008 UHH Kota Palu menjadi 67,5 tahun, pada Tahun 2009 

menjadi 69,0 tahun, dan Tahun 2010 meningkat menjadi 69,7 

tahun. 

Gambar 2.18 
Umur Harapan Hidup Masyarakat Kota Palu  

Tahun 2005-2010 
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palu, 2010 

Meningkatnya usia harapan hidup menyebabkan 

peningkatan jumlah usia lanjut sehingga berdampak terhadap 

masalah penyakit degeneratif yang sering menyertai para usia 

lanjut, bersifat kronis dan multi patologis, serta dalam 

penanganannya memerlukan waktu lama dan membutuhkan biaya 

yang cukup besar. Meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan 

merupakan masalah utama bagi para Usila oleh karena itu perlu 

dilakukan peningkatan upaya melalui pencegahan, pemeliharaan 
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dan peningkatan kesehatan disamping upaya penyembuhan dan 

pemulihan. 

b.2)  Angka Kematian 

Angka kematian sangat erat kaitannya dengan angka 

kesakitan, dimana kematian merupakan variabel dependen 

(dipengaruhi) sedangkan kesakitan merupakan faktor independen 

(berpengaruh). Keberhasilan program pembangunan kesehatan 

dapat dilihat dengan adanya perubahan terhadap angka 

kematian,semakin tinggi angka kematian mengindikasikan kurang 

bagusnya program pembangunan kesehatan demikian pula 

sebaliknya. 

❖ Angka Kematian Kasar  

Angka kematian kasar di Kota Palu selama Tahun 2010 

berdasarkan laporan Puskesmas sebanyak 982 orang atau 

sebesar 3,14 per 1.000 penduduk, sedikit mengalami 

peningkatan dibanding tahun 2009 sebanyak 965 orang atau 

sebesar 3,13 per 1.000 penduduk dan Tahun 2008 sebanyak 

826 orang atau sebesar 2.67 per 1.000 penduduk. Data ini jika 

dilihat dalam bentuk trend tiga tahunan menunjukkan terjadinya 

peningkatan CDR yang cukup signifikan. 

Gambar 2.19 
Perbandingan Angka Kematian Kasar Kota Palu 2008-2010 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu, 2010 

❖ Angka Kematian Bayi  
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Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang sangat 

penting untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan 

kesehatan masyarakat. Upaya menurunkan Angka Kematian 

Bayi dan Balita tidak dapat dipisahkan dengan upaya 

meningkatkan derajat kesehatan ibu, perbaikan gizi, 

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pelayanan 

rujukan serta dukungan lintas sektor, organisasi profesi dan 

lembaga swadaya masyarakat. 

Hal-hal yang mempengaruhi kematian bayi antara lain 

adalah tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat 

keberhasilan program KIAKB serta kondisi lingkungan dan 

sosial ekonomi. Angka kematian bayi di Kota Palu selama tiga 

tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya sebagai 

amana terlihat pada gambar berikut.  

Gambar 2.20 
Perbandingan Angka Kematian Bayi Kota Palu 2008-2010 

 

 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu, 2010 

❖ Angka Kematian Ibu  

Angka kematian ibu  adalah indikator kesehatan yang 

menggambarkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan 

dan melahirkan. Ada 3 golongan yang termasuk dalam 

kematian maternal yaitu kematian ibu hamil, ibu bersalin dan 

ibu nifas (menyusui). 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi angka ini 

diantaranya keadaan sosialekonomi, status kesehatan ibu 

selama masa kehamilan serta ketersediaan dan penggunaan 

fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal 

dan obstetrik. 

Angka kematian ibu (maternal) yaitu kematian ibu 

hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas di Kota Palu berdasarkan 

laporan dari Puskesmas cenderung berfluktuasi selama lima 

tahun terakhir. Hal tersebut terlihat pada gambar berikut 

Gambar 2.21 
Perbandingan Angka Kematian Ibu Kota Palu 2007-2010 

 

 

b.3) Status Kesehatan 

Status kesehatan menggambarkan derajat kesehatan 

masyarakat sebagai hasil upaya pembangunan bidang kesehatan. 

Indikator yang dapat digunakan ialah persentase penduduk yang 

mengalami keluhan kesehatan. Hasil Susenas 2009 menunjukkan 

sekitar 29,41 persen penduduk Kota Palu mendapat keluhan 

kesehatan, lebih rendah dibandingkan Propinsi Sulawesi Tengah 

yang menunjukan angka sekitar 37,63 persen (Tabel 2.23). 

Indikator lain yang dapat menunjukan status kesehatan ialah 

persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan 
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merasa terganggu (sakit). Berbeda dengan indikator sebelumnya, 

indikator ini lebih spesifik karena keluhan penduduk yang 

diperhatikan tidak hanya yang mengeluh, akan tetapi juga 

berakibat terganggunya kegiatan yang biasa dilakukan. 

Tabel 2.22  
Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan 

di Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah 
Tahun 2008 – 2009 

 

Kabupaten/Kota Tahun 

2008 2009 

Kota Palu 28.48 29.41 

Sulawesi Tengah 39.65 37.63 

Sumber : Bappeda & PM Kota Palu Tahun, 2010 

b.4) Akses Fasilitas Kesehatan 

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status 

kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas 

dan sarana kesehatan mutlak diperlukan. Semakin sulit akses 

penduduk terhadap fasilitas kesehatan, akan semakin jelek status 

kesehatan penduduk tersebut.  

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan ialah besarnya 

angka kunjungan selama sebulan ke fasilitas kesehatan yang 

diperoleh dari hasil Susenas. Rata-rata frekuensi kunjungan 

penduduk yang mengalami keluhan kesehatan ke fasilitas 

kesehatan di Kota Palu tahun 2009 cenderung meningkat 

dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat pada 

gambar berikut. Hal ini menunjukkan semakin baiknya tingkat 

kesadaran penduduk Kota Palu terhadap kunjungan kesehatan ke 

fasilitas kesehatan di Kota Palu. 

Gambar 2.22 
Rata-rata Frekuensi Kunjungan Penduduk yang Mengalami 
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Keluhan Kesehatan di Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah 
Tahun 2008 – 2009 

Kota Palu

Sulawesi Tengah

1,93

1,81

1,96

1,85

2009 2008

 

Sumber : Bappeda & PM Kota Palu, 2010 

Indikator lainnya yang menunjukkan akses terhadap 

fasilitas kesehatan ialah angka kontak pada fasilitas pelayanan 

kesehatan. Indikator ini menggambarkan besarnya proporsi 

penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan yang melakukan 

kunjungan ke fasilitas kesehatan dari penduduk yang mempunyai 

keluhan kesehatan selama periode sebulan survei dilakukan.  

b.5)  Rasio Puskesmas & Pustu per Satuan Penduduk 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat adalah dengan penyediaan sarana 

kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan 

jangkauan pelayanan kesehatan. Sejak Tahun 2001 s/d 2009, 

jumlah Puskesmas yang ada di Kota Palu sebanyak 12 buah yang 

terdiri dari 11 Puskesmas non perawatan dan 1Puskesmas 

perawatan. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk pada Tahun 

2010 adalah 3,83.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 2.24 
Perkembangan jumlah Puskesmas, Pustu dan Puskesmas Keliling serta 
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Rasionya terhadap Penduduk di Kota Palu Tahun 2006 s/d 2010 
 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu, 2010 

b.6)  Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk 

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan 

yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, 

asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta 

pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak 

jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi 

masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, jumlah rumah 

sakit di Kota Palu pada tahun 2009 sebanyak 9 unit, terdiri dari 

rumah sakit daerah sebanyak 2 unit, rumah sakit swasta sebanyak 

5 unit serta rumah sakit ABRI dan POLRI sebanyak 2 unit. 

Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota 

Palu tahun 2009 mencapai 0,003. Hal ini berarti bahwa untuk 

1.000 jumlah penduduk Kota Palu pada tahun 2009 dilayani oleh 

rumah sakit sebanyak 0,003. 

Perkembangan Rumah Sakit dapat diketahui melalui 

perkembangan fasilitas perawatan yang diukur dengan jumlah RS 

dan sarana penunjangnya, yaitu tempat tidur dan rationya 

terhadap penduduk sebagaimana terlihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2.25 
Jumlah RS dan Tempat Tidur Serta Rasio Tempat Tidur Per 1000 Penduduk Tahun 2010 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu, 2010 

b.7) RasioTenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk 

Penyajian data ketenagaan ini, tenaga kesehatan 

dikelompokkan menjadi 7 kategori, di mana pada Tahun 2010 

jumlah tenaga kesehatan yang ada di kota Palu sebanyak 1.213 

orang dengan rincian tenagamedis (dokter, dokter gigi, dr/drg. 

Spesialis) 114 orang, tenaga perawat dan bidan (termasuk lulusan 

DIII dan S1) 815 orang, tenaga farmasi (Apoteker dan Asisten 

Apoteker) 70 orang, tenaga gizi (lulusan DI dan DIII) 17 orang, 

tenaga teknisi medis (analis, tehnik elektromedik, penata rontgen, 

penata anestesi, fisioterapi) 41 orang, Tenaga sanitasi (lulusan 

SPPH dan Akademi Kesehatan Lingkungan) 78 orang dan tenaga 

kesehatan masyarakat (SKM,MPH, dll) 78 orang. Jumlah dan 

proporsi tenaga kesehatan tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 2.26 
Proporsi Tenaga Kesehatan menurut 7 Kategori 

di Kota Palu Tahun 2010 

 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palu, 2010 
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c) Pekerjaan Umum 

Terdapat beberapa indikator kinerja terkait dengan Urusan 

Pekerjaan Umum yaitu antara lain: 

c.1)  Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 

Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat 

dikatagorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak 

berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kota Palu mengalami 

penurunan, di mana pada tahun 2009 proporsi jalan kondisi baik 

mencapai 702.29 Km, namun pada tahun 2010 kondisi tersebut 

menurun menjadi 694.81 Km. Demikian halnya dengan proporsi 

jalan kondisi sedang, rusak dan rusak berat. Berikut adalah 

gambaran secara lengkap mengenai panjang Jaringan jalan di 

Kota Palu berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2006-2010. 

Tabel 2.27 
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Di Kota Palu 

Berdasarkan Kondisi Tahun 2009 – 2010 

 

No. Uraian 

Panjang Jalan 

2009 2010 

1. Kondisi Baik 702.29 694.81 

2. Kondisi Sedang 27.20 91.88 

3. Kondisi Rusak 301.79 211.52 

4. Kondisi Rusak Berat 310.00 23.59 

5. Jalan Secara Keseluruhan 1,341.28 1,021.80 

6. Poporsi kondisi baik ( %) 52.36 68.00 

7. Poporsi Kondisi Sedang 
Rusak  
(%) 

2.03 8.99 

8. Poporsi Kondisi Rusak 
(%) 

22.50 20.70 

9. Poporsi Kondisi Rusak 
Berat (%) 

23.11 2.31 

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali) 
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c.2) Rasio Jaringan Irigasi 

Ketersediaan irigasi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi produktifitas pertanian di suatu wilayah. Rasio 

jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi 

terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi 

jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan 

ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan  pertanian. 

Gambar 2.23 
Rasio Jaringan Irigasi Kota Palu 

Tahun 2006 – 2010 

 

 

Sumber: BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali) 

d) Perumahan  

Persentase rumah tinggal bersanitasi menggunakan parametrik 

sanitasi dalam tiap rumah sehingga pembangunan MCK melalui 

program pemberdayaan masyarakat untuk penggunaan masal tidak 

terhitung. Gambar berikut memperlihatkan bahwa makin bertambahnya 

jumlah rumah tinggal di Kota Palu yang mempunyai akses sanitasi 

(MCK). Berikut adalah gambaran kondisi rumah tinggal berakses 

sanitasi di Kota Palu selama kurun waktu 2005 - 2009. 
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Gambar 2.24 
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Palu 

Tahun 2006 �± 2010 

 

 

Sumber : BPS Kota Palu, 2010 

e) Penataan Ruang 

Perencanaan wilayah, ruang adalah tempat hidup manusia dan 

tempat manusia melakukan aktivitas hidupnya serta tempat yang dapat 

mensejahterakan hidup manusia, sehingga dikenal dua kawasan, yakni 

kawasan budidaya dan non-budidaya. Penataan ruang perlu 

didasarkan pada pemahaman potensi dan keterbatasan alam, 

perkembangan kegiatan sosial ekonomi yang ada, serta tuntutan 

kebutuhan peri kehidupan saat ini dan kelestarian lingkungan hidup di 

masa yang akan datang. Upaya pemanfaatan ruang dan pengelolaan 

lingkungan ini dituangkan dalam suatu kesatuan rencana tata ruang. 

Perencanaan pembangunan dan pengembangan ruang di Kota 

Palu menjadi salah satu problem yang cukup kompleks dan 

membutuhkan tidak saja review kebijakan tata ruang pemda, tetapi juga 

membutuhkan upaya dan dukungan yang sinergis dari berbagai pihak 

maupun pelaku pembangunan di Kota Palu dalam konteks 

penyelarasan pembangunan itu sendiri. Kompleksitas ini dapat dilihat 

dari tumpang tindihnya pemanfaatan ruang antara kepentingan ruang 

pemukiman, ruang perkantoran, ruang investasi perkotaan atau bahkan 

ruang public itu sendiri. 
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Penetapan kawasan lindung dan jalur hijau oleh Pemerintah 

kota Palu berdasarkan RTRW Kota Palu tahun 1999 dan PP No.36 

tahun 2005, juga berdasarkan kebutuhan akan pentingnya ruang 

terbuka kota, tentunya juga sebagai pemenuhan kebutuhan luas 

standar minimal ruang terbuka kota. Berdasarkan data penggunaan 

lahan kota Palu tahun 2005. Taman kota (0.006%), lapangan olah raga 

(0,007%) dan lahan kosong (3,925%) dianggap bagian dari ruang 

terbuka, maka perbandingan peruntukan ruang terbuka kota Palu 

kurang dari 30% sebagai mana standar perbandingannya. 

Penurunan lahan terbuka hijau akan berdampak pada fungsi 

tumbuhan sebagai penghasil oksigen semakin berkurang sejalan 

dengan menurunnya proses fotosintesis dari vegetasi. Sebaliknya 

kandungan gas CO2  semakin tinggi karena asap kendaran bermotor 

dan aktifitas lainnya dari penduduk kota semakin meningkat. 

Pertumbuhan populasi manusia yang terus meningkat berimplikasi 

pada peningkatan aktivitas yaitu; industri, kendaraan bermotor serta 

dari sisi manusia itu sendiri. 

e.1)  Ruang Terbuka Hijau  

Secara umum ruang terbuka publik (open spaces) di 

perkotaan terdiri dari ruang terbukahijau dan ruang terbuka non-

hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagiandari 

ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang 

diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun 

introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan 

arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi 

(kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Ruang terbuka non-hijau 

dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun 

ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, 

maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan 

retensi. 

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami 

yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman 






